Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar by Ramdan, Andi Nurmansyah
PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN DAN  
MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI PADA UMKM 
DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana 
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
UIN Alauddin Makassar 
 
Oleh : 
ANDI NURMANSYAH RAMDAN 
NIM: 10800113176 
 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
2017 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Andi Nurmansyah Ramdan 
Nim   : 10800113176 
Tempat / Tgl. Lahir :  Penyaring / 13 Februari 1995 
Jurusan  : Akuntansi 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Alamat : Perumahan Taman Zarindah, Blok A, Nomor 17, Jln. 
Macanda, Kabupaten Gowa 
Judul : Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan 
Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel 
Moderasi pada UMKM di Kota Makassar 
 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 
benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini 
merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 
seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
       Makassar,       Oktober 2017 
       Penyusun, 
 
       Andi Nurmansyah Ramdan 
       10800113176 
 
 i 
 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur penulis persembahkankan kehadiran Allah Rabbul Alamin, zat 
yang menurunkan Al-Qur’an, yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang 
dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya 
kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jugalah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. 
yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur 
jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau 
tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan 
dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota 
Makassar” penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi 
S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan 
rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak 
yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka 
penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak 
yang telah membantu penyelesaian skipsi ini. Secara khusus penulis menyampaikan 
terimakasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Juma’ dan Ibunda Salatia yang 
 ii 
 
telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan 
sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. 
Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, 
diantaranya : 
1. Bapak Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor 
I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan besertaWakil Dekan I, II, 
dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 
3. Bapak Jamaluddin M, SE,. M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Memen 
Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin 
Makassar. 
4. Bapak Dr. M. Wahyuddin Abdullah, SE,. M.Si,. Ak selaku Penasihat Akademik 
yang selalu memberikan nasihat. 
5. Bapak Jamaluddin M., SE,. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. 
Sirajuddin, SE., M.Si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi 
ini. 
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang 
telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. 
7. Seluruh starf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN 
Alauddin Makassar. 
 iii 
 
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan 
Tenggara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara  telah 
memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 
9. Rekan-rekan seperjuanganku Akuntansi UINAM angkatan 2013 terkhusus untuk 
Akuntansi D, terimakasih atas segala motivasi dan bantuannya selama 
penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis. 
10. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, Kakak-kakak 
maupun adik-adik, terimakasih atas bantuan dan persaudaraannya. 
11. Seluruh Mahasiswa Sumbawa yang merantau di kota Makassar, telah 
memberikan motivasi serta rasa persaudaraan seperti keluarga sendiri. 
12. Organisasi dimana tempat penulis belajar banyak hal dan membangun 
kebersamaan yang luar biasa. 
13. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan 
satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang 
berhubungan dengan penyelesaian studi penulis. 
Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis 
persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarja Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi 
yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin Kesempurnaan hanyalah 
milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin 
bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah 
 iv 
 
SWT adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehinggah dapat menjadi  
manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
 
 
   Penulis, 
 
 
 
Andi Nurmansyah Ramdan 
10800113176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v 
 
DAFTAR ISI 
 
JUDUL  
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
PENGESAHAN SKRIPSI 
KATA PENGANTAR  ........................................................................................  i 
DAFTAR ISI  ......................................................................................................  v 
DAFTAR TABEL ............................................................................................  vii  
DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................  ix 
ABSTRAK  .........................................................................................................  x 
BAB I : PENDAHULUAN  ......................................................................  1-32 
A. Latar Belakang Masalah  ..............................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ...................................................................... 13 
C. Pengembangan Hipotesis  ...........................................................  14 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  ................  20 
E. Penelitian Terdahulu  ..................................................................  27 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ..................................................  29 
BAB II : TINJAUAN TEORETIS  .........................................................  33-61 
A. Teori Reasoned Action (TRA)  ...................................................  33 
B. Teori Motivasi Abraham Maslow  .............................................  35 
C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  ..........................  39 
D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  ...........................  40 
E. Kepatuhan Wajib Pajak  .............................................................  41 
F. Perubahan Tarif Pajak  ...............................................................  43 
G. Metode Pembukuan dan Pencatatan dalam Menghitung 
Pembayaran Pajak  .....................................................................  45 
H. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  ...........................  47 
I. Asas Keadilan Dalam Perpajakan  .............................................  48 
J. Pajak dalam Perspektif Islam  ....................................................  49 
K. Keadilan Ekonomi dalam Islam  ................................................  55 
 vi 
 
L. Kerangka Pikir  ............................................................................ 60 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  ............................................  62-72 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  .......................................................  62 
B. Pendekatan Penelitian  ................................................................  62 
C. Populasi dan Sampel  ..................................................................  63 
D. Jenis dan Sumber Data  ..............................................................  64 
E. Metode Pengumpulan Data  .......................................................  64 
F. Instrumen Penelitian  ..................................................................  65 
G. Metode Analisis Data  ................................................................  65 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  .............................................  73-115 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian  ...........................................  73 
B. Gambaran Responden  ................................................................  77 
C. Hasil Uji Kualitas Data  ..............................................................  89 
D. Uji Asumsi Klasik  .....................................................................  91 
E. Hasil Uji Hipotesis  ....................................................................  97 
F. Pembahasan  .............................................................................  106 
BAB V :  PENUTUP  ............................................................................  116-118 
A. Kesimpulan  ..............................................................................  116 
B. Keterbatasan Penelitian  ...........................................................  117 
C. Saran  ........................................................................................  118 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1.1 : Data Perkembangan UMKM Tahun 2013 – 2015  ........................... 7 
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu  ........................................................................ 27 
Tabel 4.1 : Data Kuesioner ................................................................................. 77 
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  ..................... 78 
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usia ............................ 79 
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  .......................... 80 
Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi WP  ............. 80 
Tabel 4.6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omset Usaha  .......... 81 
Tabel 4.7 : Statistik Deskriptif Variabel  ............................................................ 81 
Tabel 4.8 : Ikhtisar Rentang Skala Variabel  ...................................................... 83 
Tabel 4.9 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Perubahan Tarif Pajak ............ 83 
Tabel 4.10 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Metode Penghitungan Pajak . 84 
Tabel 4.11 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Modernisasi Sistem Pajak  .... 86 
Tabel 4.12 : Deskripsi Item Pernyataan Variabel Keadilan Pajak  ..................... 87 
Tabel 4.13: Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak  ........ 88 
Tabel 4.14 : Hasil Uji Validitas .......................................................................... 89 
Tabel 4.15 : Hasil Uji Realibilitas  ...................................................................... 91 
Tabel 4.16 : Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov  ........... 92 
Tabel 4.17 : Hasil Uji Multikoleniaritas  ............................................................ 95 
Tabel 4.18 : Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park  ........................................ 97 
Tabel 4.19 : Hasil Uji Koefisien Determinasi  .................................................... 98 
Tabel 4.20 : Hasil Uji F – Uji Simultan  ............................................................. 99 
 viii 
 
Tabel 4.21 : Hasil Uji T – Parsial  ....................................................................... 99 
Tabel 4.22 : Hasil Uji Koefisien Determinasi  .................................................... 103 
Tabel 4.23 : Hasil Uji F – Uji Simultan  ............................................................. 104 
Tabel 4.24 : Hasil Uji T – Uji Parsial ................................................................. 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ix 
 
DAFTAR GAMBAR 
Gambar 2.1 : Laffer Curve .................................................................................. 44 
Gambar 2.2 : Kerangka Pikir  ............................................................................. 61 
Gambar 4.1 : Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram ..................................... 93 
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot .......................... 94 
Gambar 4.3 : Hasil  Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot ............................. 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
ABSTRAK 
 
Nama : Andi Nurmansyah Ramdan 
Nim :  10800113176 
Judul :  Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan 
Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada 
UMKM di Kota Makassar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, metode 
penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
dengan keadilan pajak sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM dengan ketentuan bahwa responden yang 
bersangkutan memiliki omset di bawah dari Rp. 500 Juta dan minimal telah terdaftar 
menjadi wajib pajak selama satu tahun pada KPP Pratama Makassar Utara, adapun 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 94 Wajib Pajak. 
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 
dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan 
nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis perubahan tarif, 
metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak. Analisis regresi linear berganda 
dengan uji nilai selisih mutlak untuk hipotesis perubahan tarif, metode penghitungan 
dan modernisasi sistem pajak yang dimoderasi oleh keadilan pajak.  
Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis variabel moderating dengan 
pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa keadilan pajak mampu 
memoderasi perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Namun tidak mampu memoderasi metode penghitungan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata kunci: Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, Modernisasi Sistem, Keadilan 
dan Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta 
dan menduduki peringkat ke 4 negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak 
(Yasa, 2015 : 71). Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar dalam 
sector pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia 
dinyatakan bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat subyektif dan 
obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. 
Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 
Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa 
pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang ter-utang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro (dalam 
Setyaningsih dan Ridwan, 2015 : 03) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. Perpajakan menyediakan aliran pendapatan yang 
dapat diprediksi dan stabil untuk membiayai tujuan pembangunan (Akinboade, 2015 
: 389). Bagi perusahaan, pajak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban 
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yang harus di bayarkan kepada negara, atas kegiatan yang dilakukannya di dalam 
suatu negara (Mintje, 2016 : 1033). Kenyataannya di Indonesia mayoritas adalah 
umat Islam dan telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2 : 267. 
ٰۤ  يٰۤ اَٰۤنْيِذَّلاٰۤاَهُّ َياٰۤ ْو ُنَمٰۤ بَِّيطْٰۤنِمٰۤاْوُقِفَْناٰۤاٰۤ اَّمَِوْٰۤمُتْبَسَكٰۤاَمِٰۤتَٰٰۤۤاِٰٰۤۤضْرَْلْاَّٰۤنِّمْٰۤمُكَلٰۤاَنْجَرْخ
ٰۤ ِابْٰۤمُتْسَلَٰۤوَٰۤنْوُقِفْن ُتُٰۤهْنِمَٰۤثْيَِبْلْاٰۤاْوُم َّمَي َتَلَْوٰۤ َّلِْاِٰۤهْيِذِخٰۤاَوِٰٰۤۤهْيِفٰۤاْوُضِمْغ ُتْٰۤنَاٰۤ ْوُمَلْعٰۤا
ٰۤ ّللاَّٰۤنَاٌٰۤدْي َِحٌَِّٰۤنَِغَٰۤه﴿۷۶۲﴾  
Terjemahannya:  
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, 
melainkan dengan memicingkan mata (enggan) ter-hadapnya. Dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. 
Berdasarkan ayat diatas Allah SWT dengan jelas telah jauh sebelumnya 
menganjurkan kepada manusia harus menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang 
telah telah diperoleh. Menafkahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk me-
nunaikan hak-hak orang lain yang ada dalam harta yang dimilikinya. Dalam hal ini 
yaitu mengeluarkan sebagian hartanya dengan membayar pajak dari hasil usaha yang 
mereka dapatkan, karena dengan membayar pajak dari hasil usaha akan membantu 
kepentingan sosial. 
Kontradiksi kepentingan pemerintah dan kepentingan dunia usaha terhadap 
pajak menjadi hal yang sering diperdebatkan, di sisi lain badan usaha akan merasa 
terbebani dengan adanya tarif pajak, perubahan peningkatan tarif pajak dan 
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perubahan aturan-aturan perpajakan lain yang dampaknya adalah peningkatan jumlah 
pajak yang disetorkan pada pemerintah, yang artinya peningkatan biaya bagi badan 
usaha. Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014 : 379) pajak mempunyai dua 
fungsi utama yaitu fungsi bugetair yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur 
kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Indonesia menganut sistem 
perpajakan Self assessment dimana adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah 
diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, maka agar Self Assessment System 
berjalan secara efektif sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan 
upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan 
pendapatan atau penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama 
(Pakpahan, 2015 : 01). Menurut Norsain dan Yasid (2014 : 03) Self Assessment 
System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Menurut Pohan (2014 : 01) Undang-Undang pajak harus dapat menjamin 
bahwa pengenaan pajak harus didasarkan kepada prinsip keadilan, kepastian dan 
kemampuan membayar, serta mengacu kepada prinsip-prinsip ajaran Adam Smith, 
yakni dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar (equality), harus mempunyai 
kepastian hukum (certainty), memberi kemudahan dan dikenakan pada saat yang 
tidak menyulitkan (convenience), dan biaya pemungutan pajak dan pemenuhan 
kewajiban pajak seminimal mungkin (economy). Firman Allah QS An-Nisa’/4 : 58. 
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َٰۤيَٰۤهَّللاَّٰۤنِإٰۤرُمْأْٰٰۤۤمُکُّٰٰۤۤدَؤ ُتْٰۤنَأاوَْٰٰۤۤلاٰٰۤۤ  َلِاِٰۤت ن  مَٰٰٰۤۤۤهاْٰۤي َبْٰۤمُتْمَكَحٰۤاَذِاَوٰۤاَهِلٰۤ
ٰۤلْدَعْلِابٰۤاْوُمُكَْتَْٰۤنَاِٰۤساَّنلاِٰٰٰۤۤۤاٰۤ ّللاَّٰۤنِٰۤبْٰۤمُكُظَِعياَّمِِعنَٰۤهٰۤ ِهًٰٰٰۤۤۤار ْ يِصَبٰۤاًع ْ ي َِسََٰۤناَكَٰۤه  ّللاَّٰۤنِا
﴿٨٥﴾  
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.  
 
Dalam ayat ini Allah menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara 
sempurnah dan tepat waktu, kepada pemiliknya yakni yang berhak menerimanya 
baik amanah dari Allah maupun dari manusia. Begitu juga dengan pemerintah 
apabila ingin mengeluarkan hukum atau peraturan hendaklah menetapkannya dengan 
adil sesuai dengan yang Allah serukan kepada seluruh umat manusia. Suatu negara 
dapat dengan sukses mencapai sasaran yang di harapkan dalam menghasilkan 
penerimaan pajak yang optimal, karena pemerintah atau administrasi perpajakannya 
mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan 
bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dengan 
perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak (Yusro 
dan Kiswanto, 2014 : 430). Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia 
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didukung self assessment system, dimana hal tersebut menyebabkan kebenaran 
pembayaran pajak tergantung pada kebatuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib 
pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014 : 
430). Kelemahan Self Assessment System sangat bergantung pada kejujuran dan 
ketaatan pembayar pajak yang kerap menimbulkan kekecewaan dan bahkan di-
salahgunakan dengan sengaja (Andreas dan Savitri, 2015 : 164) Dengan peruba-han 
sistem tersebut, dapat mengakibatkan pertambahan biaya kepatuhan pajak karena 
harus menghitung sendiri jumlah pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah aspek beban 
pajak yang sering tidak dibahas dalam buku teks dan kebanyakan literatur, wajib 
pajak biasanya tidak mempertimbangkan beban atau biaya tambahan selain 
kewajiban pajak yang diwajibkan pembayar pajak dalam proses mematuhi ketentuan 
perpajakan (Eragbhe dan Modugu 2014 : 63) Apabila wajib pajak tidak patuh maka 
dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan 
dan kelalaian terhadap kewajiban pajak. 
Kemajuan tekhnologi informasi akuntansi telah membawa manusia kedalam 
masyarakat kedalam era informasi yang dimana segala pengetahuan dan kehidupan 
masyarakat telah tergantung pada teknologi dan informasi yang dapat mempermudah 
urusan manusia dalam berkomunikasi dengan satu sama lain. Perkembangan 
teknologi yang pesat ini telah mempengaruhi pengelolaan administrasi, baik itu 
administrasi pemerintahan maupun administrasi bisnis (Leliya dan Afiyah, 2016 : 
161). Konsep modernisasi administrasi pada prinsipnya adalah merupakan perubahan 
sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat 
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serta tata nilai organisasi senhingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak 
menjadi institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat dengan 
tujuan meningkatkan kinerja perpajakan serta memberikan pelayanan yang optimal 
kepada masyarakat (Freddy, 2013 : 127). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative pada 
Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Sistem 
perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan 
dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan 
kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada 
transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. 
Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, 
maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahawa 
kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, karena dia 
merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala 
kepantingannya.   
Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki 
potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan besar. Keberadaan UMKM ditengah situasi yang serba sulit 
dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat 
maupun daerah. UMKM memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan 
mereka berfungsi sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, 
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dinamisme ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan dan 
pertumbuhan nasional (Ocheni, 2015 : 72). Menurut Mungaya, dkk (2012 : 99) 
menyatakan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi baik di negara berkembang maupun negara maju. Pada saat 
terjadi krisis ekonomi tahun 1997 banyak usaha besar gulung tikar (bangkrut), 
sementara itu UMKM sebagian besar mampu bertahan. Menurut Suharto dalam 
Norsain dan Yasid (2014 : 01) Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil survey 
Deperindagkop dan PKM (Pengusaha Kecil dan Menengah) diperoleh gambaran dari 
225.000 UMKM 64.1% masih mampu bertahan, 0.9% mampu berkembang, 31.0% 
mengurangi kegiatan usahanya, 4.0% menghentikan usahanya. Perekonomian 
Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh penafsiran dari wajib pajak 
UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya dan kinerja dari aparat pajak dalam 
upaya meningkatkan penerimaan pajak. Seperti pada tabel 1.1 dibawah ini yang 
memperlihatkan perkembangan UMKM di Indonesia. 
Tabel 1.1 Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Tahun 2013 – 2015 di Indonesia  
No Indikator 
Kriteria Omset 
(Rp juta) 
Jumlah Thn 2013 
(unit) 
Jumlah Thn 2014 
(unit) 
Jumlah Thn 2015 
(Unit) 
1 Usaha Mikro < 300 57.189.393 58.635.274 59.743.581 
2 Usaha Kecil 300 – 2.500 654.222 671.411 697.523 
3 Usaha Menengah 2.500 – 50.000 52.106 55.518 57.943 
Sumber: Endrianto (2015 : 303) dan Mintje (2016 : 1032) 
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Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh 
pemerintah yakni di bawah koordinasi Menteri Negara Usaha Kecil Menengah. 
Bagaimana tidak, di Indonesia UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, 
jumlah UMKM hingga tahun 2011 mencapai sekitar 52.000.000. Menurut Hanefah 
(2002 : 75), UMKM dikatakan sebagai struktur ekonomi pro-pertumbuhan dalam 
pembangunan. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena 
menyumbang 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga 
kerja (Susilo dan Sirajuddin, 2014 : 02). Pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kontribusi masyarakat dalam pembangunan, pemerintah merilis Peraturan 
Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, 
mikro dan menengah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 
2013. Sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh 
untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk bentuk badan usaha. Dalam Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E Tentang Pajak Penghasilan 
dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 
dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. 
Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi wajib pajak 
badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas 
penghasilan sampai dengan Rp 4,8 miliar.  
Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak 
yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilaku-kan 
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koreksi fiskal, Karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan 
pembukuan. Namun muncul permasalahan, karena UMKM tidak dibiasakan untuk 
melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan 
usaha dan posisi keuangan perusahaan. Pengusaha sektor UMKM di negara 
berkembang masih di dominasi oleh tingginya tingkat pendidikan yang belum, hal itu 
menjadi tantangan dalam pengetahuan pajak di Indonesia (Mukhlis, 2016 : 118). 
Menurut Pandiangan yang di-kutip oleh Damanik (2011 : 45) menya-takan bahwa 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), umumnya masih banyak hanya 
melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan, yang dicatatat menyangkut 
jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit 
diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto, sehingga butuh waktu yang tidak 
sebentar, belum lagi keakuratannya. UMKM juga tergolong dalam usaha rumahan 
dimana pengusaha bertindak sebagai pengelola kurang mampu membuat pembukuan 
tertib. Mereka mencatat hanya menyangkut jumlah barang yang masuk dan yang 
keluar. Peng-usaha kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan 
menggunakan konsep, metode dan prosedur akuntansi dan pengurangan kompensasi 
kerugian menyelenggarakan pembukuan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang berlaku sejak 1 Juli 2013 ini dimaksud 
untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax 
compliance) serta meningkatkan pendapatan negara. Menurut Furi (2014 : 02), dan 
Diatmika (2013 : 114) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
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2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama, yaitu kemudahan tertib administrasi, 
transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 menimbulkan dampak positif dan negatif di kalangan masyarakat. 
UMKM yang informal beralih ke usaha formal dengan adanya NPWP, dan memiliki 
akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya (Setiawati dan Tjahjono, 
2015 : 11). 
Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang, akan 
tetapi beberapa pelaku usaha akan membayar pajak lebih tinggi dari sebelumnya 
(Luckvani dan Suandy, 2015 : 02), sama seperti Purba dan Suandy (2015 : 10) 
menjelaskan bahwa pelaku usaha dengan penghasilan bruto Rp 0 sampai dengan Rp 
250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000 akan merasa dirugikan 
dalam kebijakan ini, karena PPh Final yang diatur dalam PP 46 Nomor 46 Tahun 
2013 tidak memiliki batasan minimal ozet, sehingga berapapun penghasilan yang 
diperoleh maka wajib pajak wajib membayar pajak. Begitu juga dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Restiyanti dan Kristanto (2015 : 87) dan Kartiko (2015 : 
03) dalam PP No. 46 Tahun 2013 pelaku usaha yang tergolong usaha Mikro akan 
semakin dibebankan karena pajak yang harus dibayar lebih tinggi, hal ini tentu 
mencerminkan ketidakadilan. PP No. 46 Tahun 2013 juga tidak mempertimbangkan 
keadaan untung dan rugi usaha, karena tidak dapat mengajukan kompensasi atas 
kerugian pada tahun pajak berikutnya, ini dibuktikan oleh Dewi dkk (2015 : 01), 
Syarifudin (2015 : 47) dan Kharisma dkk (2014 : 02). Kenyataannya pada penelitian 
yang dilakukan oleh Purba dan Suandy (2015 : 10), PP No. 46 Tahun 2013 ini 
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menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 56,57%. 
Pelaksanaan peraturan pemerintah ini bertentangan dengan semangat mendukung 
pertumbuhan usaha mikro dan kecil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No 20 Tahun 2008 tentang UKM. Bahkan kementrian koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) meminta pembatasan UKM kena pajak jika omset 
melebihi Rp. 200 juta. Jika dibawah Rp. 200 juta, kementrian koperasi dan UKM 
khawatir akan Mematikan Pengusaha kecil (Mukhlis dkk, 2015 : 162). Hal inilah 
yang membuat wajib pajak UMKM tidak patuh dalam membayar kewajiban 
pajaknya, bahkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak ataupun 
penggelapan pajak.  
Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat me- 
laksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku (Mustofa dkk, 2016 : 03). Permasalahan tingkat kepatuhan 
wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang 
perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya 
tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat 
ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah usaha di Indonesia 
(Yusro dan Kiswanto, 2014 : 430). Begitu juga dengan keadaan kepatuhan wajib 
pajak di Kota Makassar yang masih rendah. Menurut kepala Kanwil DJP 
SulSelBarTra, Eka Sila Kusna Jaya mengatakan, “pencapaian 22% dari target Rp 
14,7 triliun masih lebih rendah dari penerimaan pajak secara Nasional yang sudah 
mencapai 30% pada periode yang sama, ini masih jauh dari target padahal sekarang 
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sudah mei, itu berarti tidak sejalan dengan realisasi secara Nasional”, dalam acara 
Entaxprenuership di Kantor KPP Pratama Makassar Utara (Handar, 2017).  
Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini wajib pajak 
khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak perlu lagi melakukan 
pembukuan yang sebagian besar pengusaha kurang memahaminya (Wahjudi dan 
Himawan, 2014 : 178 dan Rajif, 2015 : 04). Penelitian yang dilaku-kan oleh Irene 
dan Sandra (2015 : 03) menjelaskan bahwa melakukan pembukuan lebih rendah 
dalam pembayaran pajak dibandingkan dengan melakukan pencatatan. Menurut 
Kapeza dalam Mavengere (2015 : 06) menyatakan sebagian besar UMKM dikelola 
pemiliknya sehingga penyusunan akun, pengembalian pajak dan juga penyerahannya 
ada di tangan pemilik pengelola yang kurang memiliki keterampilan dan kompetensi 
yang diperlukan dalam menangani masalah pajak. Secara tidak langsung PP No. 46 
Tahun 2013 telah mendegredasi secara fungsional dan praktik hak wajib pajak untuk 
memilih untuk menggunakan pembukuan atau pencatatan (Pohan, 2014 : 01). Hal 
inilah yang masih membuat pengusaha UMKM bimbang dalam melakukan 
Pembukuan atau Pencatatan, karena disisi lain juga penggunaan pembukuan 
memberikan manfaat bagi pengusaha untuk mengetahui lebih rinci tentang keadaan 
keuangannya, serta jumlah pajak terutang lebih rendah dibandingkan melakukan 
pencacatatan yang perhitungannya lebih sederhana.  
Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan 
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Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan 
Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa pertanyaan 
yaitu: 
1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
2. Apakah metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM? 
3. Apakah Modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM? 
4. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 
5. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh metode penghitung-an 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 
6. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh Modernisasi sistem 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 
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C. Pengembangan Hipotesis 
 
1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan 
jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak (Mustofa dkk, 2016 : 03). Tarif pajak 
akan memotifasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk tujuan 
penghindaran pengenaan pajak dengan tarif tinggi (Mangoting dan Sadjiarto, 2013 : 
107). Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan utility wajib pajak sehingga 
memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak, 
sebaliknya apabila tarif pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat utility wajib 
pajak sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2013 : 08) menyimpulkan bahwa tarif 
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian penelitian 
yang dilakukan Mustofa dkk (2016 : 06) menerangkan bahwa tarif pajak berpengaruh 
tidak signifikan terhdap kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014 : 436) dan 
Mir’atusholihah dkk (2014 : 07) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut:  
H1 : Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
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2. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
Sesuai ketentuan pasal 28 ayat 1 UU Ketentuan umum dan tata acara 
perpajakan (KUP) diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namunn dalam 
peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 wajib pajak orang pribadi maupun badan 
yang memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp 4.800.000.000 tidak wajib 
menyelenggarakan pembukuan. Laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari 
pemahaman akuntansi diperlukan untuk menghitung jumlah penghasilan kena 
pajaknya setelah dilakukannya koreksi fiscal sesuai dengan peraturan perpajakan 
(Pakpahan, 2015 : 03). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irene dan Sandra (2015 
: 03) menjelaskan bahwa melakukan pembukuan lebih rendah dalam pembayaran 
pajak dibandingkan dengan melakukan pen-catatan. Secara tidak langsung PP No. 46 
Tahun 2013 telah mendegredasi secara fungsional dan praktik hak wajib pajak untuk 
memilih untuk menggunakan pembukuan atau pencatatan (Pohan, 2014 : 01). karena 
disisi lain juga pengguna-an pembukuan memberikan manfaat bagi pengusaha untuk 
mengetahui lebih rinci tentang keadaan keuangannya, serta jumlah pajak terutang 
lebih rendah diban-dingkan melakukan pencacatatan yang perhitungannya lebih 
sederhana. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut:  
H2 : Metode Penghitungan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM 
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3. Pengaruh Modernisasi Sistem pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
Adanya pelaksanaan sistem self assessment pada sistem perpajakan Indonesia 
telah menutut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar 
sendiri jumlah pajak yang terhutang pada negara. Namun demikian, menurut 
Mukhlis (dalam Siswanto dan Sidjiarto, 2014 : 02) sebagian masyarakat menganggap 
pajak sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan 
ekonominya. Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 
program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat 
disebut modernisasi. Dasar dari program ini adalah penerapan sistem administrasi 
perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi 
saat ini. Namun, kebijakan yang dibuat dengan berbasis teknologi informasi kurang 
sosialisasinya kepada masyarakat, ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat 
yang tidak mengetahui bahwa daftar menjadi wajib pajak bisa dilakukan secara cepat 
dan dimana saja dengan menggunakan sistem elektronik pajak. Berdasarkan 
penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H3 : Modernisasi sistem Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM 
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4. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Perubahan Tarif Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Tarif pajak UMKM yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013 merupakan tarif 
pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif pajak sebelumnya 
yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E Tentang Pajak 
Penghasilan yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan 
peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan 
tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 UU PPh 
yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai 
dengan Rp 4,8 milyar. Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa 
tarif pajak tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, Karena tarif pajak 
yang sekarang 1% dari omset tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami 
kerugian atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Yusro 
dan Kiswanto, 2014 : 432). Sehingga tarif pajak tersebut dianggap tidak adil karena 
malah merugikan wajib pajak. Menurut Mustofa dkk (2016 : 02), menyatakan bahwa 
kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila ada penetapan tarif pajak yang jelas, 
selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek 
pajaknya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H4 : Keadilan Pajak Memoderasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
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5. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Metode Penghitungan 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak 
yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan 
koreksi fiskal, Karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak badan 
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun muncul permasalahan, karena 
UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan 
keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. 
Menurut Pandiangan yang dikutip oleh Damanik (2011 : 45) menyatakan bahwa 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), umumnya masih banyak hanya 
melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan, yang dicatatat menyangkut 
jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Namun, dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Irene dan Sandra (2015 : 03) menjelaskan bahwa 
melakukan pembukuan lebih rendah dalam pembayaran pajak dibandingkan dengan 
melakukan pencatatan. Hal inilah yang masih membuat pengusaha UMKM bimbang 
dalam melakukan Pembukuan atau Pencatatan, karena disisi lain juga penggunaan 
pembukuan memberikan manfaat bagi pengusaha untuk mengetahui lebih rinci 
tentang keadaan keuangannya, serta jumlah pajak terutang lebih rendah 
dibandingkan melakukan pencacatatan yang perhitungannya lebih sederhana. 
Pemerintah memberikan penyederhanaan dalam membayar pajak namun jumlah 
pajak yang harus dibayar lebih tinggi, sehingga keadilan dalam perturan baru ini 
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masih kurang. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut:  
H5 : Keadilan Pajak Memoderasi Metode Penghitungan Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
 
6. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Modernisasi sistem 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia 
mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan Self 
assessment dimana adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan oleh 
pemerintah kepada wajib pajak. Adanya pelaksanaan sistem self assessment pada 
sistem perpajakan Indonesia telah menutut wajib pajak untuk aktif menghitung, 
melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang pada negara. Namun 
demikian, menurut Mukhlis (dalam Siswanto dan Sidjiarto, 2014 : 02) sebagian 
masyarakat menganggap pajak sebagai sebuah beban dan biaya yang harus 
ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Perkembngan teknologi yang pesat telah 
mempengaruhi pengelolaan administrasi, baik itu administrasi pemerintahan maupun 
administrasi bisnis. Konsep modernisasi administrasi pada prinsipnya adalah 
merupakan perubahan sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola 
pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi senhingga dapat menjadikan 
Direktorat Jenral Pajak menjadi institusi yang profesional dengan citra yang baik di 
mata masyarakat dengan tujuan meningkatkan kinerja perpajakan serta memberikan 
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 
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Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan 
yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus 
memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang 
terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau 
pemungut pajak (Ardian dan Pratomo, 2015 : 3170). Menurut Ayu dan Hastuti dalam 
Ardian dan Pratomo (2015 : 3170), semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku 
menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin 
menurun hal ini berarti bahawa kecenderungannya untuk melakukan peng-hindaran 
pajak semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup 
baik untuk mengakomodir segala kepantingannya. Berdasarkan penjelasan di atas 
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H6 : Keadilan Pajak Memoderasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 
1. Definisi Operasional 
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Variabel Independen (X) 
1) Perubahan Tarif Pajak (X1) 
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan 
jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak (Mustofa dkk, 2016 : 03). Pajak yang 
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dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang 
digunakan. Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besar tarif dan 
besarnnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif pajak 
akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Tarif pajak ada 
empat macam yaitu: 
a) Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang 
tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau 
sebanding pengenaan pajaknya. 
b) Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar 
pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai 
dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. 
c) Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar 
pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai 
dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. 
d) Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar 
pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang 
selalu tetap. 
2) Metode Penghitungan Pajak (X2) 
Pembukuan dan Pencatatan merupakan metode yang dapat dilakukan dalam 
menghitung jumlah pajak. Dalam pasal 1 angka 26 Udang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah suatu 
proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpul-kan data dan 
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informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, peng-hasilan, dan biaya 
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun 
pajak berakhir. Kemudian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang 
peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang 
dikenakan pajak yang bersifat final. 
Menurut Ketentuan Pokok Pembukuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan adalah: 
a) Wajib Pajak (WP) Badan 
b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas, kecuali Wajib Pajak Prang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu 
tahun kurang dari Rp 1.800.000.000,00. 
Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut pasal 28 
ayat 2 UU KUP adalah: 
a) WP OP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang diperbolehkan 
meghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan peng-
hasilan neto 
b) WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
 
23 
 
 
 
Adapun yang wajib meyelenggarakan pencatatan yaitu: 
a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan 
bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 1.800.000.000 
dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan 
penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak 
jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 
b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pe-kerjaan 
bebas  
Adapun syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 
adalah sebagai berikut: 
a) Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan ke-
adaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 
b) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, 
satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam baha-
sa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 
c) Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stesel akrual atau stelsel 
kas. 
d) Pembukuan dengan menggunakna bahasa asing dan mata uang selain rupiah 
dapat diseleggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 
e) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat 
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 
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f) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, 
modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat 
dihitung besarnya pajak yang terutang. 
g) Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta 
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
Wajib Pajak disimpan selama 10 tahun. 
3) Modernisasi Sistem Pajak (X3) 
Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 
program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat 
disebut modernisasi. Dasar dari program ini adalah penerapan sistem administrasi 
perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi 
saat ini untuk memudahkan wajib pajak dan pemerintah. Kemudahan dalam 
membayar Pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan sistem 
pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak atau bahkan 
menghapus jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan 
Wajib Pajak. 
b. Variabel Modereting (M) 
Keadilan pajak adalah Variabel Modereting dalam penelian ini. Adil dalam 
perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menurut Endrianto (2015 : 304) 
menjelaskan bahwa adil dalam pelaksanaan adalah memberikan hak bagi wajib pajak 
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untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengaju-kan 
banding kepada majelis pertimbangan pajak. Asas keadilan ini harus senan-tiasa 
dipegang teguh, baik dalam perinsip mengenai perundang-undangannya maupun 
dalam prakteknya sehari-hari. Asas keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan 
perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak yang sebenarnya (Mustofa 
dkk, 2016 : 03).  
c. Variabel Dependen (Y) 
Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksana-kan 
kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpaja-kan yang 
berlaku (Mustofa dkk, 2016 : 03). Kepatuhan Wajib Pajak dalam me-menuhi 
kewajiban untuk membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan 
terbaik yang diberikan apparat pajak kepada wajib pajak (Hasanah dkk, 2014 : 169). 
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri 
wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik indivi-du yang menjadi 
pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor 
internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti 
situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi 
menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan 
formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak 
terlambat melaporkan SPT masa maupun tahunan sebelum batas waktu, tidak 
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terlambat melunasi uatang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. 
Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara 
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 
undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan 
benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.   
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen 
dan variabel dependen yaitu, perubahan tarif pajak, metode peng-hitungan pajak dan 
modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan 
pajak sebagai variabel moderating. Sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak 
UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp 500 Juta di kota Makassar dengan data 
wajib pajak UMKM yang di ambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama 
Makassar Utara. Lokasi ini dipilih se-bagai lokasi dalam penelitian karena kota 
Makassar memiliki letak geografis wilayah yang sangat strategis dan sebagai ibukota 
propinsi, posisi kota Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di 
Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta peluang kota Makassar yaitu terbukanya 
perdagangan bebas yang memung-kinkan produk unggulan mendapat pasar yang 
lebih luas (Kharuddin, 2013). Dengan potensi wilayah kota Makassar yang seperti 
itu, pertumbuhan UMKM di kota Makassar akan lebih mudah. Selain itu lokasi ini 
dipilih sebagai lokasi dalam penelitian karena daerah yang mudah dijangkau. 
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E. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu 
Peneliti Judul 
Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
Heny 
Wachidatul 
Yusro dan 
Kiswanto 
(2014) 
Pengaruh Tarif Pajak, 
Mekanisme Pembaya-
ran Pajak dan Kesa-
daran Membayar Pa-
jak Terhadap Kepa-
tuhan Wajib Pajak 
UMKM Di Kabupaten 
Jepara 
Kuantitatif Tarif pajak dan kesadaran 
membayar pajak tidak ber-
pengaruh terhadap kepatu-
han membayar pajak 
UMKM, sedangkan meka-
nisme pembayaran pajak 
berpengaruh terhadap ke-
patuhan membayar pajak 
UMKM. 
Norsain dan 
Abu Yasid 
(2014) 
Pengaruh Perubahan 
Tarif, Kemudahan 
Membayar Pajak, dan 
Sosialisasi PP Nomor 
46 Tahun 2013 Ter-
hadap Persepsi Wajib 
Pajak UMKM 
Kuantitatif Perubahan tarif pajak, 
kemudahan membayar pa-
jak dan sosialisasi PP No. 
46 tahun 2013 berpenga-
ruh secara parsial terhadap 
persepsi wajib pajak, dan 
secara simultan ketiga 
variabel tersebut berpenga-
ruh terhadap persepsi wa-
jib pajak. 
Wendy 
Emdrianto 
(2015) 
Prinsip Keadilan Da-
lam Pajak Atas 
UMKM 
Kualitatif Pengenaan PPh dengan 
tarif 1% dalam PP 46 
tahun 2013 adalah Kese-
derhanaan dalam pemu-
ngutan pajak dan ber-
kurangnya beban adminis-
trasi. Perhitungan pajak ini 
sangat memudahkan pe-
ngusaha UMKM dalam 
melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
28 
 
 
 
Akhmad 
Syarifudin 
(2015) 
Analisis Penerapan 
Pajak Penghasilan 
Final PP 46/2013 dan 
Implikasinya 
Kualitatif Penerapan PP 46/2013 
memudahkan wajib pajak, 
namun menimbulkan per-
bedaan PPh terutang yang 
berimplikasi ketidak adilan 
pemajakan karena tidak 
mencerminkan kemampu-
an membayar. Penerapan 
tarif tunggal 1% mengun-
tungkan wajib pajak ber-
omset tinggi, tapi wajib 
pajak yang beromset 
rendah pajaknya justru 
meningkat, serta menim-
bulkan pemaksaan bagi 
wajib pajak untuk tetap 
membayar pajak meski 
menurut ketentuan UU 
PPh mestinya nihil.  
Raden 
Devri 
Ardian dan 
Dudi 
Pratomo 
(2015) 
Pengaruh Sistem Per-
pajakan dan Pemerik-
saan Pajak Terhadap 
Penggelapan Pajak 
(Tax Evasion) Oleh 
Wajib Pajak Badan 
Kuantitatif Secara simultan variabel 
sistem perpajakan dan 
pemeriksaan pajak ber-
pengaruh signifikan ter-
hadap penggelapan pajak. 
Secara parsial juga 
variabel sistem perpajakan 
dan pemeriksaan pajak 
memiliki pengaruh signifi-
kan terhadap penggelapan 
pajak. 
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Fauzi 
Achmad 
Mustofa, 
Kertahadi 
dan Mirza 
Maulinarha-
di R (2016) 
Pengaruh Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, 
Tarif Pajak dan Asas 
Keadilan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pa-
jak  
Kuantitatif Pemahaman Peraturan Per-
pajakan berpengaruh signi-
fikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Tarif pajak 
berpengaruh tidak signifi-
kan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Asas keadilan 
berpengaruh signifikan ter-
hadap kepatuhan wajib 
pajak. Serta pemahaman 
peraturan perpajakan, tarif 
pajak dan asas keadilan 
secara silmultan berbenga-
ruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu: 
a. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh perubahan tarif pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang memiliki omset dibawah Rp 500 
Juta. 
b. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh metode penghitungan  
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang memiliki omset dibawah Rp 
500 Juta. 
c. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh modernisasi sistem pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang memiliki omset dibawah Rp 500 
Juta. 
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d. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh keadilan pajak dalam 
memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang 
memiliki omset dibawah Rp 500 Juta. 
e. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh keadilan pajak dalam 
memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM yang memiliki omset dibawah Rp 500 Juta. 
f. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh keadilan pajak dalam 
memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
yang memiliki omset dibawah Rp 500 Juta. 
2. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 
pembaca khususnya kepada pengusaha UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta 
sehingga dapat membantu untuk lebih memahami teori tentang perpajakan 
khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dianggap 
tidak berpihak kepada UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta karena 
dikhawatirkan akan mematikan usaha yang dilakukan. Kemudian yang awalnya 
pengusaha kena pajak harus menyusun laporan keuangannya dengan mengguna-kan 
metode pembukuan untuk menghitung pajak yang terutang dan berubah men-jadi 
pengusaha kena pajak dapat memilih menghitung pajak terutang hanya dengan 
menggunakan metode pencatatan yang perhitungannya lebih sederhana atau 
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menggunakan metode pembukuan. Dengan menggunakan Teori Reasoned Action 
(TRA) yang dicatus oleh Ajzen pada tahun 1980, Pengusaha kena pajak dapat 
berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala infor-masi yang 
tersedia, kemudian mempertimbangkan informasi tersebut sesuai deng-an 
kebutuhannya seperti pada Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) dan dapat 
mempelajari dengan pengamatan secara langsung oleh wajib pajak sesuai Teori 
Pembelajaran Sosial yang di kembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986.  
b. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak orang 
pribadi khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta dalam 
memilih dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan metode 
pembukuan ataupun menggunakan metode pencatatan dengan peraturan pemerintah 
nomor 46 tahun 2013. Serta membantu dalam memberikan inspirasi kepada 
pengusaha UMKM untuk menerapkan sistem atau metode dalam meng-hitung 
jumlah pajak terutang dan untuk menerapkan sistem perencanaan pajak (tax 
planning) dengan baik dan lebih efisien serta tidak memberatkan pengusaha UMKM 
khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari  Rp 500 Juta. Karena 
ditakutkan metode yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak ter-utang dapat 
mematikan usaha yang dilakukan dikarenakan membayar pajak yang tidak sesuai 
dengan kemempuan wajib pajak. 
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c. Manfaat Regulasi 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
otoritas yang berwenang, agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan 
kebijakan yang berkaitan dengan penetapan tarif pajak, dan sebagai bahan eva-luasi 
dari kebijakan tentang perpajakan khususnya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 
2013 agar didasarkan kepada prinsip keadilan, kepastian dan kemampuan membayar 
oleh wajib pajak, serta sebagai penyempurna dalam merumuskan ke-bijakan-
kebijakan pemerintah yang selanjutnya.  
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BAB II 
 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Teori Reasoned Action (TRA) 
Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 
1980. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku 
dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. 
Dalam TRA ini, Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu 
perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. 
Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan 
perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan 
dengan sikap dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma 
subjektif (Rendezvous, 2012). 
Theory of Reasoned Action (TRA) atau Behavioral Intention Theory dari 
Ajzen dan Fishbelin masih relatif baru, dan kurang banyak digunakan dan kurang 
banyak dikenal. Model ini menggunakan pendekatan kognitif, dan didasari ide 
bahwa “humans are reasonable animals who, in deciding what action to make, 
system atically process and utilize the information available to them”. Theory of 
Reasoned Action (TRA) merupakan teori perilaku manusia secara umum : aslinya 
teori ini dipergunakan di dalam berbagai macam perilaku manusia, khususnya yang 
berkaitan dengan permasalahan social-psikologis, kemudian makin ber-tambah 
digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan peri-laku 
34 
 
 
 
kesehatan. Teori ini menghubungkan keyakinan (beliefs), sikap (attitude), 
kehendak/intense (intention), dan perilaku (behavior). Untuk mengetahui apa yang 
akan dilakukan seseorang, cara terbaik untuk meramalkannya adalah menge-tahui 
intensi orang tersebut.  
Theory of Reasoned Action (TRA) Intensi ditentukan oleh sikap dan norma 
subyektif. Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini 
merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut (outcome of the 
behavior). Disamping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi 
yang akan terjadi bagi individu (evaluation regarding the outcome). Komponen 
kedua mencerminkan dampak dari norma-norma subyektif. Norma sosial mengacu 
pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang di-pikirkan orang-orang 
yang dianggapnya penting (referent person) dan motivasi seseorang untuk mengikuti 
pikiran tersebut. Contoh : orang tua mempunyai harap-an tentang keikutsertaan 
dalam program imunisasi bagi anak-anaknya. Mereka mungkin percaya bahwa 
imunisasi melindungi serangan-serangan penyakit (keuntungan), tetapi juga 
menyebabkan rasa sakit atau tidak enak badan dan juga mahal (kerugian). Orang tua 
akan mempertimbangkan mana yang lebih penting antara perlindungan kesehatan 
atau tangisan, mungkin anak panas dan menge-luarkan uang. 
Menurut Anggraini (2015 : 11) juga dalam penelitiannya mengemukakan 
bahwa, Teori Reasoned Action menghubungkan keyakinan (beliefs), sikap (attitude), 
kehendak/intensi (intention), dan perilaku (behavior). Untuk mengeta-hui apa yang 
akan dilakukan seseorang, cara terbaik untuk meramalkannya adalah mengetahui 
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intensi orang tersebut. Sikap merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari 
perilaku tersebut (outcome of the behavior). Disamping itu juga di-pertimbangkan 
pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi indi-vidu (evaluation 
regarding the outcome). Berdasarkan Teori Reasoned Action (TRA), pengusaha kena 
pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala 
informasi yang tersedia. Apabila informasi perpajakan dalam hal ini Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat memberikan ke-mudahan, hal tersebut akan 
dapat mempengaruhi pengusaha kena pajak untuk dapat memilih tindakan yang akan 
diambilnya. Di samping itu berdasarkan Teori Reasoned Action (TRA), pengusaha 
kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan diperoleh 
apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan oleh hasil 
pertimbangan antara untung dan ruginya pengusaha kena pajak atas suatu perilaku 
dan tindakan. Seperti halnya Pengusaha kena pajak mempertimbangkan pencatatan 
keungannya apakah meng-gunakan metode pembukuan  ataupun melakukan metode 
pencatatan dengan Pera-turan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dapat dijakan 
metode dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. 
B. Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) 
Abraham Maslow (1943-1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua 
manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang 
berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat 
kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari 
kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya 
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akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Setiap orang, tergerak untuk  
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu didorong oleh suatu kebutuhan. 
Diantara sekian banyak kebutuhan yang ada, ternyata ada sejumlah kebutuhan dasar 
bawaan yang perlu dipenuhi seseorang. Kebutuhan dasar bawaan ini sudah ada dari 
ribuan tahun yang lalu. zaman bisa saja berubah, tapi kebu-tuhannya tidak berubah. 
Hirarki kebutuhan yang Abraham Maslow buat bisa membantu menjelaskan 
bagaimana kebutuhan ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita. Logikanya, ketika 
seseorang memiliki suatu kebutuhan, maka ia bergerak untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Kebutuhan itu kemudian menjadi motivasi bagi yang bersangkutan. Dan 
menurut Maslow, yang paling pertama menggerakan seseorang adalah kebutuhan 
untuk menjamin keberlangsungan hidup. 
1. Kebutuhan Fisiologis 
Motivasi paling dasar bukanlah uang, tapi bagi manusia kebutuhan paling 
dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seseorang perlu bernafas, makan, 
minum, tidur, buang air, dan lain sebagainya. 
2. Kebutuhan Rasa Aman 
Setelah kebutuhan akan keberlangsungan hidup terpenuhi, seseorang 
terdorong untuk memenuhi rasa aman. Yang diinginkan adalah keamanan pada diri, 
kesehatan, barang kepemilikan dan lain sebagainya. Orang jaman dahulu, setelah 
memastikan bisa makan, minum, tidur, mereka akan memperhatikan ten-tang 
keamanan diri dan keluarganya. Itulah mengapa, sejumlah tempat tinggal dibuat 
dengan desain aman dari serangan predator. 
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3. Kebutuhan Cinta dan Pertemanan 
Tahap berikutnya dalam hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan 
rasa sosial. Seseorang membutuhkan pertemanan, keluarga, dan keintiman. Hal ini 
dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Bahkan seorang Adam yang sudah 
menikmati surga, merasa kesepian karena tidak memiliki pasangan hidup. Bagi orang 
Indonesia, kebutuhan akan rasa sosial ini cukup menonjol. Mungkin dikarenakan 
hidup di Indonesia relatif mudah memenuhi kebutuhan tahap 1 dan 2 Maslow, maka 
orang Indonesia langsung masuk ke tahap 3 ini (Kirana, 2015). 
4. Kebutuhan Penghargaan Diri 
Kebutuhan akan penghargaan ini berkembang di tiap tahapan usia seseorang. 
Seorang remaja ingin sekali dihargai oleh orang tua dan kawannya sebagai orang 
yang keren, dewasa, dan semacamnya. Ternyata, semakin tua, ka-dang rasa ini 
semakin kuat.  
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 
Ini dia tahapan tertinggi dalam hierarki kebutuhan versi asli Maslow, 
kebutuhan akan aktualisasi diri. Sebagian besar manusia ingin hidup dan mem-
berikan makna dalam hidupnya. Menurut Maslow, orang yang dalam tahap 
aktualisasi diri ini akhirnya mengenali dirinya dan berusaha hidup, memegang nilai-
nilai, memecahkan masalah, menilai sesuatu, mengolah data informasi, ber-dasarkan 
apa yang dia yakini. 
Dalam keseharianpun kita sering kali melihat perilaku seseorang dikarena-
kan ingin mengaktualisasikan diri. Ada orang yang melakukan sesuatu bukan untuk 
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bertahan hidup, bukan untuk pemenuhan rasa aman, bukan pula untuk men-cari 
teman, dan juga bukan pula karena ingin dihargai, namun lebih karena me-mang nilai 
yang ia yakini. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat 
terkait persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap 
motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dan motivasi pada akhir-nya akan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajib-an 
perpajakan. Perilaku patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variable indi-vidu 
dan lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Gibson yang dikutip oleh Damanik 
(2011: 51). 
Berdasarkan Teori Motivasi Abraham Maslow ini wajib pajak termotivasi 
dengan meningkatkan kebutuhan Fisiologis perusahaannya agar tetap bertahan dan 
terus mengembangkan usaha. Wajib pajak juga dapat termotivasi dengan 
meningkatkan kebutuhan perusahaan dalam hal keberlangsungan usaha yang 
dilakukannya, sehingga  wajib pajak merasa aman dengan usaha yang dijalankan-nya 
walaupun hanya menekan tingkat resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Setelah 
kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi wajib pajak juga harus memikir-kan 
bagaimana perusahaan yang dijalankannya dapat memberikan makna yang positif 
bagi masyarakat, memegang nilai-nilai, memecahkan masalah, menilai se-suatu, 
serta mengolah data informasi perusahaan dengan baik. 
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C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat 
yang bersekala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 
kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk dicegah dari per-saingan usaha yang 
tidak sehat. UMKM adalah perusahaan yang mudah menguap yang membutuhkan 
perlakuan khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki 
bisa membuat dunia berbeda (Atawodi dan Ojeka, 2012).  Kriteria usaha mikro, kecil 
dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah adalah : 
1. Usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan meru-pakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau 
hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 
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besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang 
memenuhi kriteria usaha menengah. 
D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
PP 46 Tahun 2013 mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2013, dimana peraturan ini 
mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu dengan pertimbangan perlunya keseder-hanaan 
dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak. Penghasilan dari usaha 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Pajak penghasilan yang 
bersifat final merupakan pungutan pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan 
pada penghasilan tahunan. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat final ini tidak 
ada tarif progresif. Artinya, Wajib Pajak dipungut pajak pada waktu penghasilan itu 
diterima atau diperoleh. Adapun besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final 
dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah 1%, dimana dasar pengenaan pajak yang 
digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan yang berasal dari usaha Wajib 
Pajak. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selain dari usaha, dikenakan Pajak 
Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
Subjek pajak yang termasuk dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:  
1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak; 
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2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tidak 
melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.  
Adapun Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai dengan PP Nomor 46 
Tahun 2013 yaitu:  
1. Wajib Pajak yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar 
pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap;  
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak 
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  
3. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto 
(omzet) melebihi Rp 4.800.000.000.  
Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan terkait dengan PP 46 Tahun 
2013 yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan 
peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun Pajak.  
 
E. Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya (Ananda dkk, 2015 : 04). Menurut Mintje (2016 : 1034) 
kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan wajib pajak untuk  melak-
sanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti 
membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak 
tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan me-laporkan pada 
42 
 
 
 
waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang 
dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat yaitu, (a) 
tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (b) tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah 
memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (c) laporan keuangan 
diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan (4) tidak pernah 
dipidana Karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan 
keputusan pengan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 
5 tahun terakhir.  
Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting dan 
Sadjiarto, 2013: 108). Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan 
pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah 
kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, 
minsalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak ter-lambat 
melaporkan SPT Masa ataupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat 
melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan 
kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantive 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-
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undang perpajakan. Contohnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar 
sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.  
Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang 
terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib 
pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk me-menuhi 
kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat 
pertumbuhan jumlah usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014 : 430). 
Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami 
peningkatan dari tahun ketahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak 
diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya.  
 
F.  Perubahan Tarif Pajak 
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk me-nentujan 
jumlah pajak terutang dari suati objek pajak (Mustofa dkk, 2016 : 03). Menurut 
Judisseno dalam Mir’atusholihah dkk (2016 : 03) Tarif merupakan suatu pedoman 
dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak pribadi maupun badan, selain 
sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan pemerintah nomor 
46 tahun 2013 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1% terhadap wajib 
pajak yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk 
menentukan besarnya presentase tarif pajak tersebut kebijaksanaan pemerintah 
memegang peran penting. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan 
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dalam memperoleh penerimaan Negara. Sebaliknya, bagi masyarakat selaku subjek 
pajak hal ini akan dirasakan mengura-ngi kemampuan anggarannya dalam memenuhi 
kebutuhannya. 
Laffer (dalam Mir’tusholihah dkk, 2016 : 03) menjelaskan bahwa terdapat 
suatu hubungan antara tarif pajak (tax rates) dengan penerimaan negara (tax revenue) 
yang kemudia digunakan dalam sebuah kurva yang lebih dikenal dengan laffer curve. 
Secara lebih rinci, kurfa laffer dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Laffer Curve 
Berdasarkan Gambar 2.1, sangat jelas bahwa pada tingkat tarif pajak 0% 
pemerintah tidak mendapatkan penerimaan pajak, tidak peduli berapapun jumlah tax 
base-nya. Begitu pula pada tingkat tarif 100%, pemerintah tidak mendapatkan 
penerimaan yang berasal dari pajak karena illingness to pay dari masyarakat akan 
berkurang hingga muncul perilaku penghindaran pajak.   
 
 
 
 
45 
 
 
 
G. Metode Pembukuan dan Pencatatan Dalam Menghitung Pembayaran Pajak 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self assesment system, yaitu 
suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak dipercayakan kepada yang bersangkutan untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajaknya sendiri. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 
Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pencatatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang 
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk 
menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk peng-hasilan yang bukan objek 
pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan oleh Wajib Pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi 
peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan 
bagi mereka yang semata-mata menerima peng-hasilan dari luar usaha dan pekerjaan 
bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan 
penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. 
Pada dasarnya, setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyeleng-
garakan pembukuan. Namun demikian, pembuat Undang-undang menyadari bah-wa 
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tidak semua wajib pajak mampu melakukan menyelenggarakan pembukuan apalagi 
wajib pajak orang pribadi. Karena itu, Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan 
usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto dalam satu 
tahun pajak kurang dari Rp 4.800.000.000,00 tidak diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi, mereka wajib menyelenggara-kan 
pencatatan. Sebab, hasil pencatatan itulah yang nanti akan digunakan sebagai dasar 
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan harus di bayar. 
Sesuai dengan UU PPh yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan  maka  sejak 1 Januari 2009 batasan Wajib Pajak orang pribadi yang 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 
1.800.000.000 menjadi Rp 4.800.000.000. Kewajiban Bagi Penggunan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto yaitu : 
1. Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib 
memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur 
Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang ber-
sangkutan. 
2. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang 
disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pa-
jak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto. 
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3. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesu-ai 
dengan ketentuan diatas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. 
Keberadaan Norma Perhitungan dipastikan akan sangat membantu Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk 
menentukan penghasilan netonya. Sebab, teknis penggunaannya sangat sederhana. 
Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaku-
kan pembukuan dan pencatatan dengan tujuan untuk standarnisasi dan penyamaan 
konsep pembukuan dan pencatatan. Dalam hal buku-buku, catatan-catatan, dokumen-
dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain harus 
disimpan di Indonesia selama 10 tahun, tempat penyimpanan buku-buku, catatan-
catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatat-an dan 
dokumen lain wajib disimpan di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau tempat 
tinggal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan di tempat kedudukan untuk Wajib 
Pajak Badan. 
 
H. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah 
yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. 
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari 
cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju dalam rangka untuk 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan 
yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang 
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menjadi priopitas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan dengan tujuan 
tercapainya tingkat kepatuhan sekarela yang tinggi, kepercayaan terhadap 
administrasi perpajakan yang tinggi, produktifitas aparat perpjakan yang tinggi. 
Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi 
disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi didalam proses pemberian 
pelayanan maupun penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami 
perubahan dari waktu ke waktu.  
Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan 
kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal. Kondisi ini mau tidak mau 
mengharuskan Direktorat Jenderal Pajakuntuk melakukan reformasi dibidang 
perpajakan. Sebagaimana yang menjadi sasran sejak tahun 2002, bahwa reformasi 
perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga 
bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu bidang 
administrasi melalui modernisasi administrasi perpajakan, bidang peraturan dengan 
melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan dan bidang pengawasan 
dengan membangun bank data perpajakan nasional.   
I. Asas Keadilan dalam Perpajakan 
Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar sesuatu yang 
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Keadilan menurut John Rawls (dalam 
Mustofa dkk, 2016 : 03) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem 
pemikiran. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak 
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sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Asas 
keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan 
perpajakan wajib pajak yang sebenarnya (Mustofa dkk, 2013 : 03). Syarat keadilan 
sesuai dengan keadilan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
pelaksanaan pemungutan harus adil. 
Adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan 
merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 
pelaksanaan adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk megajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis 
pertimbangan pajak (Endrianto, 2015: 304). Asas keadilan ini harus senantiasa 
dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun 
dalam prakteknya sehari-hari. Wajib pajak UMKM akan patuh jika mereka me-rasa 
sistem pemungutan pajak yang diberlakukan telah sesuai dengan asas keadil-an, jika 
tidak wajib pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak atau bahkan 
melakukan penggelapan pajak (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014: 381). Sehingga 
diperlukan adanya ketegasan sanksi pajak untuk mencegah terjadinya kecurangan 
tersebut. 
 
J.  Pajak dalam Perspektif Islam 
Pajak adalah kewajinan yang mengikat, dalam artian bahwa kewjiban yang 
dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan (Ashar, 2013 : 179). 
Selanjutnya pengertian pajak bisa dilihat dari kentuan-ketentuan dasarnya misalnya 
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Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pungutan pajak, atau potongan pajak yang telah ditentukan. Rachmat Sumitro 
mendefinisikan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
(kontraprestasi) langsung yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. Cort Van der Linden berpendapat bahwa pajak 
adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara 
itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh 
perlindungan (hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban 
membayar pajak kepada negara. Sedangkan menurut MJH Smeeth, pajak yaitu 
prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 
dipaksakan.  
Dari definisi tersebut diatas dapat dijabarkan lima unsur yang menjadi ciri 
pajak, yaitu: (1) Iuran rakyat atau keikut sertaan masyarakat dalam pembiayaan 
Negara dan pembangunan nasional. (2) Harus disetor ke kas Negara. (3) Berdasarkan 
Undang-undang. (4) Tidak mendapat balas jasa langsung (untuk pembayarannya). (5) 
Digunakan untuk pengeluaran umum negara. Istilah “yang dapat dipaksakan” atau 
istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau 
membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih 
secara paksa, misalnya dengan penyitaan. Dilihat dari definisi tersebut maka dapat 
kita tarik kesimpulan bahwa pajak ada unsur pemaksaan, karena ada kata-kata 
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pungutan wajib dan sebagai sumbangan wajib. Sementara tujuan pajak adalah untuk 
menggali dana atau uang sebanyak – banyaknya tanpa melihat dan memandang 
orang kaya ataupun miskin. 
Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 
sifatnya dapat dipaksakan. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi 
individual oleh pemerintah. 
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 
publik investment. 
5. Selain bertujuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur. 
Seperti halnya pajak, dalam ajaran islam seorang yang sudah dikatagorikan 
mampu diwajibkan untuk megeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah 
tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak 
menerimanya (mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung 
harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan 
berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat 
juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat 
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menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga 
mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. 
Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 
dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama 
yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan 
Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang 
pajak (tax) dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang 
terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. Oleh karenanya 
timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat Islam dalam hal 
pembayaran pajak dan zakat, yakni: 
1. Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern 
adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda 
dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban kepada negara dan tidak 
mengandung nilai ibadah mahdhoh. Pajak adalah penarikan oleh negara 
terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi 
kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer 
pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang 
membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama. 
2. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pembayaran 
pajak. Permasalahannya adalah, pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq dan 
Ummar Ibnu Khattab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara. 
Pajak (Kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim. 
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3. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka 
harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat, 
walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang 
penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 
60 yaitu: 
  قَدمصلا َا منَِّا ا َرَقُفِْلل ُت  ِء   سَمْلاَو ِْيِك   عْلا َو ِفِ َو ْمُه ُبْوُل ُق ِةَفملَؤُمْلا َو اَه ْ يَلَع َْيِلِم
  رلا غْلاَو ِبَاق  ّللا ِلْيِبَس ِْفَِو َْيِِمر 
 ّللا َن م ًةَضِْيرَف  ِلْيِبمسلا ِنْباَو ِه  ّللاَو  ِه ٌمْيِلَع ُه
 ٌمْيِكَح ﴿۰۶﴾  
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. 09 : 
60) 
Berdasar kepada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut, maka yang 
berhak menerima zakat Ialah: 
1. Orang fakir yakni orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai 
harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 
2. Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam 
keadaan kekurangan. 
3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan 
membagikan zakat. 
54 
 
 
 
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang 
baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang 
ditawan oleh orang-orang kafir. 
6. Orang berhutang yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang 
bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang 
berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu 
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan 
kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah 
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan 
sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya. 
Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai 
sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang 
merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual (Turmudi, 
2015 : 141). Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun zakat dapat dimanfaatkan bagi 
pembangunan nasional, karena adanya banyak persamaan pokok antara pemanfaatan 
zakat dan pemanfaatan pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya 
seperti persyaratan pajak dan zakat serta penonjolan bidang yang didanai zakat dan 
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pajak. Baik dan buruknya suatu sistem perpajakan tergantung dari dampaknya pada 
masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang menjamin keuntungan 
sosial terbanyak. Suatu sistem dimana kesejahteraa ekonomi suatu masyarakat dapat 
ditingkatkan. 
K. Keadilan Ekonomi dalam Islam 
Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia 
berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang 
dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah 
seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam 
semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, 
baik kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Manusia telah diciptakan untuk 
menangani bumi ini bagi mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak 
boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam 
menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk 
kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya 
manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang 
diperlukan untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah SWT. 
Dalam perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem 
pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang 
wajar dan adil1. Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan 
kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan 
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dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia 
pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing 
bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan 
dalam penyelesaian masalah ekonomi. Sebenarnya, Islam telah menawarkan dan 
merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara 
pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyakat, cara penanganan kemiskinan, 
perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari 
keprihatinan sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau berpijak diatas dasar 
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata. 
Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan 
keadilan telah ditekankan oleh al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus 
Allah (QS. 57 : 25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan 
kesenjangan pendapatan, Allah SWT Berfirman: 
 ن  ي َبْلِاب اَنَلُسُر اَنْلَسَْرا ْدَقَل تِكْلا ُمُهَعَم اَنْلَز َْنا َو ِت ُسامنلا َم ْوُق َِيل َناَز ْ ِيلماَو َب 
 ِطْسِقْلِاب﴿۸۲﴾  
Terjemahannya: 
“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 
nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar 
manusia dapat berlaku adil. (QS. 57 : 25) 
 Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat 
manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik 
ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur’an tentang penegakan keadilan 
sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur’an 
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mencapai lebih dari seribu kali yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut 
al-Qur’an setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga 
ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci 
kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan lain-lain. Karena itu, 
tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap 
sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. 
Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar 
dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi 
dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep 
persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur’an secara eksplisit menekankan 
pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah 
masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, 
karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan 
demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga 
realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam. 
Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar 
semua sumber daya dimafaatkan untuk mewujudkan maqashid syari’ah, yakni 
pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti 
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga 
menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui 
kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadakah, pajak, kharaj, jizyah, cukai 
ekspor-impor dan sebagainya. Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, 
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mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan 
persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik 
mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, 
bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang 
harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan 
cara-cara lain untuk melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan 
konsep persaudaraan umat manusia. 
Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama 
rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang 
sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan 
seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak 
terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah 
sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang 
harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk 
penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang 
berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah: 
  ّللاَو مضَف ُه َل   لَع ْمُكَضْع َبى  ْع َب ِقْز رلا ِفِ ٍض﴿۱۷﴾  
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”. 
(QS. 16 : 71) 
Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian 
hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh 
59 
 
 
 
masyarakat terlepas dari kemisikinan. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang 
diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. 
Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang 
dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang 
menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan 
dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa 
sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke 
dalamnya, maka ia menjadi islami. Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan 
sistem ekonomi syari’âh itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan 
dalam mencapai tujuan. Paling tidak terdapat empat prinsip yang melandasi praktik 
ekonomi Islam. 
Pertama; anjuran membelanjakan harta di jalan Allah semaksimal mungkin 
untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial. Malalui prinsip ini kemudian 
terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Pada dasarnya 
Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok antara kaum the have 
dengan kalangan the have not. 
Kedua; larangan untuk melakukan riba. Para ulama memang terpecah 
pendapat dalam menyikapi apakah bunga bank termasuk riba. Namun demikian pada 
dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa apabila ada dua orang melakukan 
transaksi (bisnis) tidak boleh ada salah seorang diperlakukan "kalah" sehingga 
muncul skema win-lose, salah seorang menderita kerugian dari pada yang lain. 
Sehingga muncul ketidakadilan dalam menanggung resiko. 
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Lalu muncul prinsip ketiga; membagi resiko bersama (risk sharing). Jika 
suatu usaha yang dikelola bersama mengalami kerugian maka para pihak dapat 
menanggung resiko secara bersama-sama secara adil dan bijaksana, tidak boleh salah 
satu pihak merasa tidak puas karena didzholimi. 
Terkait prinsip ketiga maka terdapat prinsip keempat yaitu melarang 
terjadinya eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya. Artinya, salah satu 
pihak yang bersepakat untuk suatu usaha (bisnis) tidak boleh menjadi kaya sendiri 
sementara pihak lain dalam situasi menderita. Dalam konteks ini maka pembagian 
keuntungan yang berat sebelah dalam suatu kontrak karya (proyek bisnis) misalnya 
bisa disebut sebagai kontrak karya yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. 
Prinsip kelima adalah larangan melakukan usaha yang bersifat spekulasi. 
Contoh kongkrit adalah judi. Setiap usaha telah ditelaah, direncanakan matang, 
tertata baik dan logis, lalu prediksi dan antisipasi dilakukan sesuai prinsip 
rasionalitas bukan didasarkan perilaku spekulatif yang nir data dan informasi tidak 
akurat. Prinsip ini merupakan pengejawantahan manajemen modern. Namun manusia 
acapkali serakah dan amoral yang membuat prinsip diatas terabaikan. 
L. Kerangka Pikir 
Kerangka Pikir ini dikembangkan dari pengusaha kena pajak yang ter-golong 
dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menghasilkan omset di-bawah Rp 
500 Juta. Pada penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat dengan penambahan variabel moderasi. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah perubahan tarif pajak (X1), metode penghitungan pajak (X2) dan 
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modernisasi sistem pajak (X3), kemudian variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak 
(Y) dan variabel modereting adalah keadilan pajak (M). Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi 
Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dengan Keadilan Pajak 
Sebagai Variabel Pemoderasi. 
H1 
H2 
H3 
H6 
H5 
H4 
Perubahan Tarif (X1) 
Metode Penghitungan (X2) 
Modernisasi Sistem (X3) 
Keadilan Pajak (M) 
Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM (Y) 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. 
Dimana penelitian kuantitatif menurut Kuncoro (2013 : 145) adalah penelitian yang 
jenis datanya dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Karakteristik masalah 
yang diangkat adalah peneitian yang bersifat korelasi. Dimana penelitian ini berusaha 
untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat (Kuncoro, 2013 : 12), menyelidiki 
akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas perubahan tariff, metode penghitungan 
dan kemudahan membayar pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak 
UMKM, dengan keadilan pajak sebagai pemoderasi. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta 
di Kota Makassar yaitu Wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Makassar 
Utara. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 
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fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan 
dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur 
(Indriantoro dan Supomo, 2013 : 147). 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Indrianto dan Supomo (2013 : 145) populasi adalah sekolompok 
orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 
Makassar Utara. KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama 
yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 
Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 
kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar saat ini mencapai 
130 ribu wajib pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan 
industri, mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling, teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan 
sampel secara sengaja dengan sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria tertentu yang 
dapat mencerminkan keadaan populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan ketentuan bahwa 
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responden yang bersangkutan minimal telah menjadi wajib pajak dari usaha yang 
dilakukan dan memiliki omset di bawah dari 500 juta rupiah. Alasan dipilih kriteria 
tersebut karena wajib pajak dianggap telah memiliki waktu dan pengalaman untuk 
beradaptasi dan serta menilai kondisi usahanya. 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 145) data subjek adalah jenis data 
penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 
atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data berupa 
pencatatan data historis, dan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 
2013 : 142). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab 
langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini fakta yang diungkapkan merupakan fakta aktual yaitu data 
yang diperoleh dari kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
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pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Untuk memperoleh data yang sebenarnya 
kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi 
responden yang akan melakukan pembayaran pajaknya di KPP Pratama Makassar 
Utara dan mendatangi langsung wajib pajak di tempat usahanya sesuai dengan 
wilayah kerja KPP Pratama Makassar. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakaan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket 
atau kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 skala likert 
dengan memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden. 
G. Metode Analisis Data 
Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk meme-
cahkan masalah (Kuncoro, 2013 : 197). Metode anlisis data menggunakan statistik 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan 
komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. 
1. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif 
umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel 
penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang di-gunakan 
dalam analisis deskriptif tergantung pada tipe skala construct yang digunakan dalam 
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penelitian. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
likert 5 poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut: 
  
     
 
 
Keterangan : C  = Perkiraan besarnya kelas 
  K  = Banyaknya kelas 
    = Nilai observasi terbesar 
  X1= Nilai observasi terkecil 
2. Analisis Data Deskriptif 
Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambar mengenai 
demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pernyataan kuesioner. Data 
tersebut antara lain: usia, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin dan 
data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner. 
3. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas Data 
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang 
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut 
valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013 : 
231). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut 
adalah valid. 
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2) Jika r hitung negative dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut 
adalah tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk 
dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliable atau handal jika jawaban terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013 : 232). 
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali saja. 
SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic, 
Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan 
Cronbach Alpha > 0,60 atau sebesar 0,60. 
4. Uji Asumsi Klasik 
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang 
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Model regresi harus diuji terlebih dahulu 
apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai 
berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi terdapat 
variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Model regresi 
yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 
normalitas dapat dilakukan dengan uji analisis grafik dan uji analisis statistik. Cara 
mudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat normal probability plot, 
dimana: 
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1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal. 
2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis 
diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal (Ghozali, 2013 : 
232). 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan korelasi antar variabel bebas (independent). Uji multikolinearitas dapat 
menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam 
pengestimasian variabel dependen. Alat uji multikolinearitas menggunakan nilai 
tolerance dan VIF (Variance Infaltion Factor).  
1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013 : 232). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pe-ngamatan 
lain (Ghozali, 2013 : 233). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 
atau tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar 
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SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 
adalah residual (Ghozali, 2013 : 233). 
5. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear ber-ganda. Analisis 
regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas 
terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.  
Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen yaitu: 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Keterangan: 
 Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
 α  = Konstanta 
 X1 = Perubahan Tarif Pajak 
 X2 = Metode Penghitungan Pajak 
 X3 = Kemudahan Membayar Pajak 
  β1-β3 = Koefisien regresi berganda 
 e  = error term 
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b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 
Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghozali (2013 : 235) mengajukan model 
regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan nilai 
selisih mutlak dari variabel independen. Langkah uji nilai selisih mutlak dalam 
penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1-ZM| + β6|ZX2-ZM| + 
β7|ZX3-ZM| + e 
Keterangan: 
 Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
 ZX1  = Standardize Perubahan Tarif Pajak 
 ZX2  = Standardize Metode Penghitungan Pajak 
 ZX3  = Standardize Kemudahan Membayar Pajak 
 ZM  = Standardize Keadilan Pajak 
 |ZX1-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 
perbedaan antara ZX1 dan ZM 
 |ZX2-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 
perbedaan antara ZX2 dan ZM 
 |ZX3-ZM| = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut 
perbedaan antara ZX3 dan ZM 
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 α   = Konstanta 
 β   = Koefisien Regresi 
 e  = Error Term 
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi 
secara parsial (t-test): 
1. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² 
mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Jika nilai R² bernilai besar 
(mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R² bernilai 
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat 
terbatas. 
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah: 
a. Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen tidak kuat. 
b. Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen kuat. 
2. Uji Regresi Secara Simultan 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis 
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dapat diukur dengan melihat Probabilitie Plot. Berdasarkan nilai probabilitas dengan 
α = 0,05. Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika probabilitas < 0,05 
maka hipotesis diterima. 
3. Uji Regresi Secara Parsial 
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat 
dipilih yaitu: 
a. Membandingkan t hitung dengan t tabel 
1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh 
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen. 
2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen. 
b. Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak 
2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) 
walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak. 
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BAB IV 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, kantor pelayanan pajak adalah unit kerja 
dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan 
kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, 
didalam lingkup wilayah kerja direktorat jenderal pajak. KPP Pratama Makassar 
Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor 
Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di 
enam kecamatan yaitu kecamatan Wajo, kecamatan Ujung Tanah, kecamatan Tallo, 
kecamatan Bontoala, kecamatan Biringkanaya dan kecamatan Tamalanrea, dan 
mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah yang terdaftar saat ini mencapai 
130 ribu wajib pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan 
industri mengingat di Makassar terdapat Pelabuhan dan kawasan industri. 
1. Jajaran Pimpinan KKP Pratama Makassar Utara 
Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara adala sebagai berikut : 
a. Kepala KPP Pratama Makassar Utara | Syamsinar 
b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | Dahlan Solong 
c. Seksi Pelayanan | Zenal Haq 
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d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi | Sutrisno 
e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan | Amir M 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 | Abdul Samad 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 | Surdiyono 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 | Aden Setiawan 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 | Agus Widodo 
j. Seksi Penagihan | Rasidi 
k. Seksi Pemeriksaan | Andarias Sallo 
l. Seksi Pemeriksa Pajak Muda | Bayu Asmara Widyanto 
m. Pemeriksa Pajak Madya | Mochammad Faisol 
 
2. Tugas, Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara 
Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama bertugas “melaksanakan 
penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, 
pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung 
lainnya, pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPP Pratama 
Makassar Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 
penyajian informasi perpajakan, pendekatan objek dan subjek pajak, serta 
penilaian objek pajak bumi dan bangunan. 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 
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c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan surat pemberitahuan , serta penerimaan surat lainnya. 
d. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan. 
e. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan ekstensifikasi. 
f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak serta 
pemeriksaan pajak. 
g. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 
h. Pelaksanaan konsultasi pajak. 
i. Pembetulan ketetapan pajak. 
j. Pengurangan pajak bumi dan bangunan. 
k. Pelaksanaan administrasi kantor. 
 
3. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak 
Secara Bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami 
modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada 
fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan 
penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak. Pada tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau 
LTO (Large Tax Office). Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP khusus meliputi KPP 
BUMN, perusahaan PMA, WP badan dan orang asing, dan perusahaan Masuk bursa. 
Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (Medium Tax 
Office). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP 
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Pratama atau STO (Small Tax Office). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 
sampai dengan 2008. 
KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang 
seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di 
Makassar hanya terdapat satu kantor pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung 
Pandang di Kota Makassar yang berada dibawah Kantor Wilayah XII Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang 
sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang di pecah menjadi KPP 
Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 443/MKM.01/2001. KPP Makassar Utara ini yang kemudian menjadi KPP 
Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi 
perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semangat reformasi 
dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara 
senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus 
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini 
juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi 
termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di Linkungan Kanwil DJP 
Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. 
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4. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
dan kawasan kecamatan Tamalanrea sebagai salah satu kecamatan wilayah kerja 
KPP Pratama Makassar Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 
kuesioner penelitian secara langsung kepada responden dengan mendatangi 
responden yang sedang berada di KPP Pratama Makassar Utara dan mendatangi 
tempat usaha responden di kawasan kecamatan Tamalanrea. Penyebaran kuesioner 
berlangsung selama 50 hari, terhitung dari tanggal 4 September sampai  dengan 
tanggal 23 Oktober 2017.  
B. Gambaran Responden 
1. Karakteristik Responden 
Keseluruhan kuesioner yang dibagikan berjumlah 100, dengan 30 kuesioner 
yang dibagikan oleh peneliti langsung ditempat usaha responden yaitu kawasan 
kecamatan Tamalanrea dan 70 kuesioner yang dibagikan kepada responden langsung 
pada saat berada di KPP Pratama Makassar Utara. Adapun penyebaran kuesioner 
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1 
Data Kuesioner 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 100 100 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 5 5 % 
3 Kuesioner yang kembali 95 95 % 
4 Kuesioner yang tidak lengkap 1 1 % 
5 Kuesioner yang dapat diolah 94 94 % 
N sampel = 94 
Responden Rate = (94/100) x 100 = 94 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 
butir dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat di olah sebanyak 94 butir atau 
tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 94% dari total kuesioner yang 
disebarkan. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 butir atau tingkat 
yang diperoleh 5%, dari kuesioner sebanyak 5 butir yang tidak kembali disebabkan 
karena responden tidak berada pada usahanya. Terdapat 5 karakteristik responden 
yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 
lama menjadi wajib pajak dan jumlah omset. Karakteristik responden tersebut akan 
dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Responden sebanyak 94 orang dapat dilihat pada tabel 4.2, menunjukkan 
bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 60 orang atau sebesar 64% sedangkan sisanya yakni 34 orang atau 
sebesar 36% merupakan responden perempuan. 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Laki – laki 60 63,8 % 
2 Perempuan 34 36,2 % 
Jumlah  100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
b. Usia 
Usia responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 20 – 30 
tahun yaitu sebanyak 33 responden atau sebesar 35,1 %, dilanjutkan dengan umur 31 
– 40 tahun sebanyak 38 responden atau sebesar 40,4 %, dilanjutkan dengan umur 
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antara 41 – 50 tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 20,2 %, sedangkan 
responden yang ber umur lebih dari 50 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 4,3 
% 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Usia jumlah Persentase 
1 20 – 30 Tahun 33 35,1 % 
2 31 – 40 Tahun 38 40,4 % 
3 41 – 50 Tahun 19 20,2 % 
4 > 50 Tahun 4 4,3 % 
Jumlah  100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
c. Tingkat Pendidikan 
Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak 
berada pada S1 sebanyak 53 responden atau sebesar 56,4 % , jumlah responden yang 
telah menempuh pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 24 responden atau sebesar 
25,5 %, jumlah responden yang telah menempuh pendidikan D3 sebanyak 10 
responden atau sebesar 10,6 % , yang menempuh tingkat pendidikan S2 hanya 6 
responden atau sebesar 6,4 %, dan yang menempuh tingkat pendidikan selain dari 
yang disebut diatas hanya 1 responden atau sebesar 1,1 %. 
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Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SMA / Sederajat 24 25,5 % 
2 D3 10 10,6 % 
3 S1 53 56,4 % 
4 S2 6 6,4 % 
5 Lainnya 1 1,1 % 
Jumlah  100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
d. Lama Menjadi Wajib Pajak 
Lama menjadi wajib pajak yang paling banyak berada pada 1 – 5 tahun yaitu 
sebanyak 59 responden atau sebesar 62,8 %. Lama menjadi wajib pajak 6 - 10 tahun 
sebanyak 28 responden atau sebesar 29,8 %. Lama menjadi wajib pajak 11-15 tahun 
sebanyak 7 responden atau sebesar 7,4 %. Dan responden dengan lama menjadi 
wajib pajak diatas 50 tahun sebanyak 0 responden atau sebesar 0,0%. 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak 
No Lama Menjadi Wajib Pajak Jumlah Persentase 
1 1 – 5 Tahun 59 62,8 % 
2 6 – 10 Tahun 28  29,8 % 
3 11 – 15 Tahun 7 7,4 % 
4 > 15 Tahun 0 0,0 % 
Jumlah  100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
e. Jumlah Omset Usaha 
Jumlah omset dari usaha responden yang paling banyak adalah dibawah Rp. 
250 Juta sebanyak 68 orang atau sebesar 72,3 %, dan kemudian omset sebesar 250 – 
500 Juta sebanyak 26 orang atau sebesar 27,7 %. 
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Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omset Usaha 
No Jumlah Omset Jumlah Persentase 
1 < 250 Juta 68 72,3 % 
2 250 – 500 Juta 26 27,7 % 
Jumlah  100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
2. Analisis Deskriptif 
a. Analisis Deskriptif Variabel 
Analisis Deskripsi variabel dari 94 responden dalam penelitian dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Perubahan Tarif Pajak 94 18,00 27,00 23,8191 1,80181 
Metode Penghitungan 94 22,00 35,00 27,4255 2,42518 
Modernisasi Sistem Pajak 94 25,00 40,00 31,1702 2,80414 
Keadilan Pajak 94 22,00 37,00 30,6596 2,76520 
Kepatuhan Wajib Pajak 94 20,00 30,00 24,6064 1,93006 
Valid N (listwise) 94     
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel 
penelitian. Berdasarkan tabel 4.7, hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif terhadap perubahan tarif pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 18, 
nilai maksimum sebesar 27, mean (rata-rata) sebesar 23,82 dengan standar deviasi 
sebesar 1,802. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 
terhadap variabel metode penghitungan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 
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22, nilai maksimum sebesar 35, mean (rata-rata) sebesar 27,43 dengan standar 
deviasi sebesar 2,425. Variabel modernisasi sistem pajak menunjukkan nilai 
minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 31,17 
dengan standar deviasi sebesar 2,804. Variabel keadilan pajak menunjukkan nilai 
minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 37, mean (rata-rata) sebesar 30,66 
dengan standar deviasi sebesar 2,765. Sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak 
menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-
rata) sebesar 24,61 dengan standar deviasi sebesar 1,930. 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada modernisasi sistem pajak yakni 31,17, sedangkan yang terendah adalah 
variabel perubahan tarif pajak yaitu 23,82. Untuk standar deviasi tertinggi berada 
pada variabel modernisasi sistem pajak yaitu 2,804 dan yang terendah adalah 
variabel perubahan tarif pajak yaitu 1,802. 
 
b. Analisis Deskriptif Pernyataan 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak, 
metode penghitungan pajak, modernisasi sistem pajak, keadilan pajak dan kepatuhan 
wajib pajak. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. 
Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu: 
   
     
 
     
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8 dengan demikian 
rentang skala 0,8 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 
Ikhtisar Rentang Skala Variabel 
Rentang 
Perubahan 
Tarif 
Metode 
Penghitungan 
Modernisasi 
Sistem 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Keadilan 
Pajak 
1 ≤ X < 1,80 SR SR SR SR SR 
1,81 ≤ X < 2,60 R R R R R 
2,61 ≤ X < 3,40 S S S S S 
3,41 ≤ X < 4,20 T T T T T 
4,21 ≤ X < 5 ST ST ST ST ST 
Keterangan: SR : Sangat Rendah S : Sedang  ST : Sangat Tinggi 
 R : Rendah T : Tinggi  
1) Analisis Deskriptif Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) 
Analisa deskripsi terhadap variabel perubahan tarif pajak terdiri dari 6 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Perubahan tarif 
pajak. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.9 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Perubahan Tarif Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
SS S KS TS STS 
PT1 
15 74 4 1  
385 4,10 T 
16,0 % 78,7 % 4,3 % 1,1 %  
PT2 
12 79 3   
385 4,10 T 
12,8 % 84,0 % 3,2 %   
PT3 
4 60 30   
350 3,72 T 
4,3 % 63,8 % 31,9 %   
PT4 
3 76 14 1  
363 3,86 T 
3,2 % 80,9 % 14,9 % 1,1 %  
PT5 5 70 16 3  359 3,82 T 
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5,3 % 74,5 % 17,0 % 3,2 %  
PT6 
36 48 9 1  
401 4,27 ST 
38,3 % 51,1 % 9,6 % 1,1 %  
Rata-rata keseluruhan 3,98  
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 94 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Perubahan 
Tarif Pajak (X1) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,98. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Perubahan Tarif Pajak. 
Pada pernyataan kelima dengan rata-rata 4,27 untuk perubahan tarif pajak, wajib 
pajak menganggap bahwa tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi usaha dapat 
merugikan wajib pajak. 
2) Analisis Deskriptif Variabel Metode Penghitungan Pajak (X2) 
Analisa deskripsi terhadap variabel metode penghitungan pajak terdiri dari 7 
item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai metode 
penghitungan pajak. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya 
sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Metode Penghitungan Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
SS S KS TS STS 
MP1 
19 70 5   
390 4,15 T 
20,2 % 74,5 % 5,3 %   
MP2 
13 72 9   
380 4,04 T 
13,8 % 76,6 % 9,6 %   
MP3 
10 70 13 1  
371 3,95 T 
10,6 % 74,5 % 13,8 % 1,1 %  
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MP4 
16 59 19   
373 3,97 T 
17,0 % 62,8 % 20,2 %   
MP5 
6 55 28 4 1 
343 3,65 T 
6,8 % 58,5 % 29,8 % 4,3 % 1,1 % 
MP6 
17 59 16 2  
373 3,97 T 
18,1 % 62,8 % 17,0 % 2,1 %  
MP7 
6 59 25 3 1 
348 3,70 T 
6,4 % 62,8 % 26,6 % 3,2 % 1,1 % 
Rata-rata Keseluruhan 3,92  
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 94 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Metode 
Penghitungan Pajak (X2) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,92. Hal ini berarti 
bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap Metode 
Penghitungan Pajak. Pada pernyataan pertama untuk metode penghitungan pajak 
dengan rata-rata tertinggi yaitu 4,15, wajib pajak setuju bahwa pembukuan dan 
pencatatan merupakan metode untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak kepada pemerintah.  
3) Analisis Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Pajak (X3) 
Analisa deskripsi terhadap variabel modernisasi sistem pajak terdiri dari 8 
item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai 
modernisasi sistem administrasi perpajakan. Nilai rata-rata hasil pernyataan 
responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Modernisasi Sistem Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
SS S KS TS STS 
MS1 
10 57 22 5  
354 3,77 T 
10,6 % 60,6 % 23,4 % 5,3 %  
MS2 
6 69 13 5 1 
356 3,79 T 
6,4 % 73,4 % 13,8 % 5,3 % 1,1 % 
MS3 
10 71 12 1  
372 3,96 T 
10,6 % 75,5 % 12,8 % 1,1 %  
MS4 
18 60 16   
378 4,02 T 
19,1 % 63,8 % 17,0 %   
MS5 
10 66 16 2  
366 3,89 T 
10,6 % 70,2 % 17,0 % 2,1 %  
MS6 
14 65 15   
375 3,99 T 
14,9 % 69,1 % 16,0 %   
MS7 
15 66 9 4  
374 3,98 T 
16,0 % 70,2 % 9,6 % 4,3 %  
MS8 
6 65 19 4  
355 3,78 T 
6,4 % 69,1 % 20,2 % 4,3 %  
Rata-rata keseluruhan 3,90  
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 94 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada modernisasi 
sistem pajak (X3) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,90. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap modernisasi sistem 
administrasi perpajakan. 
4) Analisis Deskriptif Variabel Keadilan Pajak (M) 
Analisa deskripsi terhadap variabel keadilan pajak terdiri dari 8 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai keadilan pajak. 
Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Keadilan Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
SS S KS TS STS 
KP1 
27 65 2   
401 4,27 ST 
28,7 % 69,1 % 2,1 %   
KP2 
2 56 31 5  
337 3,59 T 
2,1 % 59,6 % 33,0 % 5,3 %  
KP3 
6 69 19   
363 3,86 T 
6,4 % 73,4 % 20,2 %   
KP4 
3 60 25 5 1 
341 3,63 T 
3,2 % 63,8 % 26,6 % 5,3 % 1,1 % 
KP5 
4 66 22 2  
354 3,77 T 
4,3 % 70,2 % 23,4 % 2,1 %  
KP6 
5 59 23 7  
344 3,66 T 
5,3 % 62,8 % 24,5 % 7,4 %  
KP7 
14 71 8 1  
380 4,04 T 
14,9 % 75,5 % 8,5 % 1,1 %  
KP8 
11 65 12 5 1 
362 3,85 T 
11,7 % 69,1 % 12,8 % 5,3 % 1,1 % 
Rata-rata Keseluruhan 3,83  
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 94 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel 
keadilan Pajak (M) berada pada daerah tinggi dengan skor 3,83. Hal ini berarti 
bahwa responden memberikan persepsi yang positif terhadap Keadilan Pajak. 
Pernyataan pertama dengan rata-rata tertinggi yaitu 4,27 untuk keadilan pajak, wajib 
pajak secara umum setuju apabila penerapan pajak di Indonesia harus sesuai dengan 
asas keadilan. 
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5) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Analisa deskripsi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 6 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kepatuhan 
wajib pajak. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.13 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
SS S KS TS STS 
KW1 
10 78 6   
380 4,04 T 
10,6 % 83,0 % 6,4 %   
KW2 
17 72 5   
388 4,13 T 
18,1 % 76,6 % 5,3 %   
KW3 
19 64 11   
384 4,09 T 
20,2 % 68,1 % 11,7 %   
KW4 
13 78 3   
386 4,11 T 
13,8 % 83,0 % 3,2 %   
KW5 
20 71 3   
393 4,18 T 
21,3 % 75,5 % 3,2 %   
KW6 
19 62 13   
382 4,06 T 
20,2 % 66,0 % 13,8 %   
Rata-rata keseluruhan 4,10  
Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 
Dari Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 94 orang responden yang diteliti, 
semua responden terhadap item-item pernyataan pada kepatuhan wajib pajak (Y) 
berada pada daerah tinggi dengan skor 4,10. Hal ini berarti bahwa responden 
memberikan persepsi yang baik terhadap Kepatuhan wajib pajak. terlihat bahwa nilai 
indeks tertinggi sebesar 4,18 terdapat pada item kelima yang menyatakan  bahwa 
wajib pajak membayar pajak dengan harapan pembangunan negara yang lebih baik. 
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C. Hasil Uji Kualitas Data 
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi 
data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 
instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji 
reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan 
dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat 
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu 
valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila item pernyataan 
mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini 
terdapat jumlah sampel (n) = 94 responden dan besarnya df dapat dihitung 94 – 2 = 
92 dengan df = 92 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,1707. Jadi, item pernyataan 
yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0, 1707. Adapun hasil uji validitas 
data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14  
berikut : 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item R Hitung R Tabel Keterangan 
Perubahan Tarif Pajak 
PT1 0,641 0,1707 Valid 
PT2 0,441 0,1707 Valid 
PT3 0,596 0,1707 Valid 
PT4 0,520 0,1707 Valid 
PT5 0,639 0,1707 Valid 
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PT6 0,631 0,1707 Valid 
Metode Penghitungan 
Pajak 
MP1 0,567 0,1707 Valid 
MP2 0,570 0,1707 Valid 
MP3 0,530 0,1707 Valid 
MP4 0,617 0,1707 Valid 
MP5 0,665 0,1707 Valid 
MP6 0,570 0,1707 Valid 
MP7 0,524 0,1707 Valid 
Modernisasi Sistem 
Pajak 
MS1 0,642 0,1707 Valid 
MS2 0,662 0,1707 Valid 
MS3 0,456 0,1707 Valid 
MS4 0,620 0,1707 Valid 
MS5 0,681 0,1707 Valid 
MS6 0,599 0,1707 Valid 
MS7 0,523 0,1707 Valid 
MS8 0,317 0,1707 Valid 
Keadilan Pajak 
KP1 0,345 0,1707 Valid 
KP2 0,555 0,1707 Valid 
KP3 0,394 0,1707 Valid 
KP4 0,690 0,1707 Valid 
KP5 0,555 0,1707 Valid 
KP6 0,749 0,1707 Valid 
KP7 0,563 0,1707 Valid 
KP8 0,612 0,1707 Valid 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
KW1 0,561 0,1707 Valid 
KW2 0,662 0,1707 Valid 
KW3 0,736 0,1707 Valid 
KW4 0,680 0,1707 Valid 
KW5 0,670 0,1707 Valid 
KW6 0,672 0,1707 Valid 
Sumber: Data yang diolah (2017) 
Tabel  4.14  tersebut  memperlihatkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  
memiliki  nilai koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  dari pada  R – tabel.  Hal  
ini  berarti  bahwa  data  yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian 
data lebih lanjut. 
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2. Uji Reabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha 
Cronbach yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 
reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Realibilitas 
No Variabel Cronbach’ Alpha Keterangan 
1 Perubahan Tarif Pajak 0,604 Reliabel 
2 Metode Penghitungan Pajak 0,660 Reliabel 
3 Modernisasi Sistem Pajak 0,692 Reliabel 
4 Keadilan Pajak 0,699 Reliabel 
5 Kepatuhan Wajib Pajak 0,742 Reliabel 
Sumber: Data yang diolah (2017) 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua variabel 
lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner 
yang digunakan untuk menjelaskan variabel perubahan tarif pajak, metode 
penghitungan pajak, modernisasi sistem pajak, keadilan pajak dan kepatuhan wajib 
pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 
D. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum  menggunakan  teknik  analisis Regresi  Linier  Berganda untuk  uji 
hipotesis,  maka  terlebih  dahulu  dilaksanakan  uji  asumsi klasik. Uji asumsi klasik 
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dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis 
regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas 
data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara 
normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one 
sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang 
lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. 
Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji 
Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang 
dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi sebesar > 0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan 
menggunakan grafik yaitu histogram.  
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan 
bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik 
menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.16 dapat dilihat signifikansi 
nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,705, 
hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 94 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
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Std. Deviation 1,53891977 
Most Extreme Differences 
Absolute ,085 
Positive ,085 
Negative -,072 
Kolmogorov-Smirnov Z ,822 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,509 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data 
terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik normal 
plot. 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 
    
 
           Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 
 
     Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk 
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.2 menunjukkan 
adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-
titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model 
regresi dalam penelitian ini memenuhi asusmsi normalitas berdasarkan analisis grafik 
normal probability plot. 
2. Uji Multikoleniaritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian 
multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 
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(VIF), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut. 
b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat 
multikoliniearitas pada penelitian tersebut. 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
(Constant)   
Perubahan Tarif Pajak ,899 1,113 
Metode Penghitungan ,744 1,345 
Modernisasi Sistem Pajak ,814 1,229 
Keadilan Pajak ,747 1,339 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.17 diatas, karena nilai VIF untuk 
semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar 
dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar 
variabel independen. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
Sactter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut 
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bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 
metode Sactter Plot diperoleh sebagai berikut : 
 
Gambar 4.3 
Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
 Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 menunjukan bahwa grafik 
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-
titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan 
wajib pajak berdasarkan perubahan tarif pajak, metode penghitungan pajak, 
modernisasi sistem pajak dan keadilan pajak.  
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji Park. 
Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.18. Jika nilai signifikansi lebih 
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besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,949 3,692  ,257 ,798 
Perubahan Tarif 
Pajak 
-,012 ,122 -,011 -,098 ,922 
Metode Penghitungan -,187 ,100 -,225 -1,877 ,064 
Modernisasi Sistem 
Pajak 
,100 ,082 ,139 1,216 ,227 
Keadilan Pajak ,039 ,087 ,053 ,443 ,659 
a. Dependent Variable: LN_Res 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
 
Hasil uji Park pada Tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas 
untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 
5%.Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. 
E. Hasil Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen  
(perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak) terhadap 
variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk menguji hipotesis H4, 
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H5, dan H6, menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau 
uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 
versi 21. 
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, dan H3 
Pengujian  hipotesis  H1, H2, dan H3 dilakukan  dengan  analisis  regresi 
berganda pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  pengujian  tersebut ditampilkan sebagai 
berikut : 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary 
Mode R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,603
a
 ,363 ,342 1,56537 
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Pajak, Metode Penghitungan, 
Perubahan Tarif Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
 
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R
2
 (Adjusted R 
Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari 
tabel diatas diketahui bahwa nilai R
2
 sebesar 0,342, hal ini berarti bahwa 34 % yang 
menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel perubahan 
tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak. Sisanya sebesar 66 % 
dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.20 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 125,902 3 41,967 17,127 ,000
b
 
Residual 220,534 90 2,450   
Total 346,436 93    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Pajak, Metode Penghitungan, 
Perubahan Tarif Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi 
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 17,127 dengan tingkat signifikansi 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (17,127) lebih besar dari nilai 
F tabelnya sebesar 2,71 (df1 = 4 – 1 = 3 dan df2 = 94 – 4 = 90), maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Berarti variabel perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi 
sistem pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Tabel 4.21 
Hasil Uji T – Uji Parsial 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5,601 2,770  2,022 ,046 
Perubahan Tarif Pajak ,239 ,095 ,223 2,512 ,014 
Metode Penghitungan ,326 ,070 ,410 4,648 ,000 
Modernisasi Sistem Pajak ,140 ,063 ,204 2,213 ,029 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut: 
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Y = 5,601 + 0,239 X1 +0,326 X2 + 0,140 X3 + e………..(1) 
Keterangan : 
Y   = Kepatuhan Wajib Pajak 
X1   = Perubahan Tarif Pajak 
X2  = Metode Penghitungan Pajak 
X3  = Modernisasi Sistem Pajak 
a   = Konstanta  
b1, b2, b3 = Koefisien regresi 
e   = Standar error 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 
a. Nilai konstanta sebesar 5,601 mengindikasikan bahwa jika variabel independen 
(perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi pajak) adalah nol maka 
kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 5,601. 
b. Koefisien regresi variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) sebesar 0,239 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel perubahan tarif 
pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,239. 
c. Koefisien regresi variabel metode penghitungan (X2) sebesar 0,326 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel metode 
penghitungan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,326. 
d. Koefisien regresi variabel modernisasi sistem pajak (X3) sebesar 0,140 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi sistem 
pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,140. 
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Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1, H2, dan H3) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM (H1) 
Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa variabel perubahan tarif pajak 
memiliki t hitung sebesar  2,215 > sementara t tabel dengan sig. α = 0,05 dan df = n-
k, yaitu 94 – 4 = 90, t tabel 1,662 dengan tingkat signifikansi 0,014 yang lebih kecil 
dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti perubahan tarif pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian hipotesis pertama yang 
menyatakan perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik 
perubahan tarif pajak yang dilakukan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak juga 
meningkat. 
 
b. Metode Penghitungan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H2) 
Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa variabel metode penghitungan 
memiliki t hitung sebesar 4,648 > t tabel 1,662 dengan tingkat signifikansi 0,000 
yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti metode penghitungan 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian 
hipotesis kedua yang menyatakan metode penghitungan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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semakin baik metode penghitungan yang diterapkan untuk menghitung jumlah pajak 
terutang maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin baik. 
c. Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3) 
Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa variabel Modernisasi sistem pajak 
memiliki t hitung sebesar 2,213 > t tabel 1,662 dengan tingkat signifikansi o,029 
yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal ini berarti modernisasi sistem 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian 
hipotesis ketiga yang menyatakan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
semakin baik tingkat modernisasi sistem pajak yang diterima oleh wajib pajak maka 
kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. 
 
2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 
Terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5 dan H6 
Frucot dan Shearon dalam  (Ghozali, 2013) mengajukan  model regresi yang 
agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih 
mutlak dari variabel independen. 
Interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya 
berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y 
(Furcot dan Shearon dalam Ghozali, 2013). Misalkan jika skor tinggi untuk variabel 
perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak dengan skor 
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rendah keadilan pajak (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang 
besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel perubahan tarif, metode 
penghitungan dan modernisasi sistem pajak berasosiasi dengan skor tinggi dari 
keadilan pajak (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan 
dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y  = α + β1ZX1 +  β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1 – ZM| + β6|ZX2 – 
ZM| + β7|ZX3 – ZM|  
Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Tabel 4.22 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,676
a
 ,457 ,412 1,47943 
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Metode Penghitungan, X2_M, Zscore:  
Perubahan Tarif Pajak, Zscore:  Modernisasi Sistem Pajak, X1_M, Zscore:  
Keadilan Pajak 
 Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R
2
 (Adjusted R 
Square) sebesar 0,412 yang berarti Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  yang dapat 
dijelaskan oleh variabel X3_M, Zmetode penghitungan, X2_M, Zperubahan tarif 
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pajak, Zmodernisasi sistem pajak, X1_M, Zkeadilan pajak sekitar 41 %. Sisanya 
sebesar 59 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.23 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 158,208 7 22,601 10,326 ,000
b
 
Residual 188,228 86 2,189   
Total 346,436 93    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Metode Penghitungan, X2_M, Zscore:  
Perubahan Tarif Pajak, Zscore:  Modernisasi Sistem Pajak, X1_M, Zscore:  
Keadilan Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,326 
dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 
X3_M, Zmetode Penghitungan, X2_M, Zperubahan Tarif Pajak, Zmodernisasi 
sistem pajak, X1_M, Zkeadilan pajak secara bersama-sama atau simultan 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Tabel 4.24 
Hasil Uji T – Uji Parsial 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 24,003 ,332  72,328 ,000 
Zscore:  Perubahan Tarif Pajak ,561 ,167 ,291 3,368 ,001 
Zscore:  Metode Penghitungan ,696 ,180 ,361 3,862 ,000 
Zscore:  Modernisasi Sistem Pajak ,354 ,176 ,184 2,015 ,047 
Zscore:  Keadilan Pajak ,219 ,186 ,113 1,174 ,244 
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X1_M ,445 ,193 ,211 2,306 ,023 
X2_M -,301 ,291 -,089 -1,035 ,304 
X3_M ,484 ,232 ,190 2,091 ,040 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2017) 
a. Interaksi antara Keadilan Pajak dan Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (H4) 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X1_M mempunyai t hitung sebesar 2,306 > t tabel 1,987 
dengan tingkat signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel keadilan pajak merupakan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel perubahan tarif pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat (H4) yang menyatakan keadilan pajak 
memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti 
atau diterima. 
b. Interaksi antara Keadilan Pajak dan Metode Penghitungan Pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajaj UMKM (H5) 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X2_M  mempunyai t hitung sebesar -1,035 < t tabel 
1,987 dengan tingkat signifikansi 0,304 yang lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak. 
Hal ini berarti bahwa variabel keadilan pajak bukan merupakan variabel moderasi 
yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel metode penghitungan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi hipotesis kelima (H5) yang 
menyatakan keadilan pajak memoderasi metode penghitungan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM tidak terbukti atau ditolak. 
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c. Interaksi antara Keadilan Pajak dan Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H6) 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 menunjukkan 
bahwa variabel moderating X3_M mempunyai t hitung sebesar 2,091 > t tabel 1,987 
dengan tingkat signifikansi 0,040 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel keadilan pajak merupakan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel modernisasi sistem pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jadi hipotesis keenam (H6) yang 
menyatakan keadilan pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti atau diterima. 
F. Pembahasan 
1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah perubahan 
tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet variabel perubahan tarif 
pajak sebesar 0,239 dan (sig.) t sebesar 0,014. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin  baik perubahan tarif pajak yang 
dilakukan pemerintah maka wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak 
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sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak 
UMKM, dengan demikian hipotesis pertama diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak akan 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, karena perubahan tarif kearah 
yang lebih baik untuk melakukan pembayaran pajak tentu akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam 
menghitung jumlah pajak terutang, sehingga tarif pajak yang tidak sesuai dengan 
keadaan wajib pajak akan menimbulkan masalah-masalah. Seperti yang dijelaskan 
Mangoting dan Sadjiarto (2013 : 107) tarif pajak akan memotivasi wajib pajak 
melakukan perencanaan pajak untuk tujuan penghindaran pengenaan pajak dengan 
tarif tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2013 : 08) 
menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak, kemudian penelitian yang dilakukan Mustofa dkk (2016 : 06) menerangkan 
bahwa tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhdap kepatuhan wajib pajak. 
Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan 
Kiswanto (2014 : 436) dan Mir’atusholihah dkk (2014 : 07) bahwa tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Wajib pajak yang menganggap tarif pajak yang berlaku sudah baik maka 
tingkat kepatuhan untuk membayar pajak juga meningkat. Teori reasoned action 
dengan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan 
mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, begitu juga dengan wajib pajak 
yang dengan sadar dan mempertimbangkan apabila pemerintah mengeluarkan 
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kebijakan mengenai perubahan tarif pajak, baik mengarah pada meningkatnya tarif 
pajak maupun tidak maka wajib pajak akan bertindak sesuai dengan yang dia 
inginkan. Di samping itu berdasarkan teori reasoned action, pengusaha kena pajak 
juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan diperoleh apabila 
melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan oleh hasil 
pertimbangan antara untung atau ruginya pengusaha kena pajak atas suatu perilaku 
dan tindakan. Menurut teori asuransi hakekatnya pembayaran pajak yang dilakukan 
wajib pajak akan kembali lagi dirasakan timbal baliknya oleh masyarakat, maka 
apabila wajib pajak menganggap tarif pajak yang berlaku sudah baik dan sesuai 
dengan yang dirasakan oleh wajib pajak atas manfaat dari pembayaran pajaknya 
maka pengusaha kena pajak akan lebih patuh untuk membayar pajaknya. 
2. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah metode 
penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet variabel metode 
penghitungan pajak sebesar 0,326 dan (sig.) t sebesar 0,000. Berdasarkan hasil 
analisis menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin baik metode 
penghitungan pajak yang diterapkan oleh wajib pajak maka akan menurunkan jumlah 
pajak terutang dan wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak sehingga 
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akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak UMKM, 
dengan demikian hipotesis pertama diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak akan 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, karena penggunaan metode 
penghitungan pajak yang baik akan mempengaruhi jumlah pajak yang terutang dan 
tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak 
mengaplikasikan metode yang dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar 
oleh pengusaha kena pajak. Metode penghitungan pajak merupakan salah satu 
alternatif dalam menghitung jumlah pajak terutang agar lebih rendah bagi wajib 
pajak UMKM, sehingga metode penghitungan yang tidak sesuai dengan keadaan 
wajib pajak akan menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Irene dan Sandra (2015 : 03) menjelaskan bahwa melakukan 
pembukuan lebih rendah dalam pembayaran pajak dibandingkan dengan melakukan 
pencatatan. Secara tidak langsung PP No. 46 Tahun 2013 telah mendegredasi secara 
fungsional dan praktik hak wajib pajak untuk memilih untuk menggunakan 
pembukuan atau pencatatan (Pohan, 2014 : 01). karena disisi lain juga penggunaan 
pembukuan memberikan manfaat bagi pengusaha untuk mengetahui lebih rinci 
tentang keadaan keuangannya, serta jumlah pajak terutang lebih rendah 
dibandingkan melakukan pencacatatan yang perhitungannya lebih sederhana. 
Teori reasoned action dengan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku 
dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, 
begitu juga dengan wajib pajak yang dengan sadar dan mempertimbangkan dalam 
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memilih metode penghitungan pajak baik menggunakan metode pencatatan maupun 
menggunakan metode pembukuan. Di samping itu berdasarkan teori reasoned action, 
pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan 
diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan 
oleh hasil pertimbangan antara tinggi atau rendahnya pajak yang dibayarkan 
pengusaha kena pajak atas suatu perilaku dan tindakan yang dipilihnya. Apabila 
wajib pajak menganggap bahwa metode penghitungan yang dilakukan membuat 
jumlah pajak yang di bayarkan lebih rendah maka akan memotivasi wajib pajak 
untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori motivasi 
yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus mempunyai motivasi. 
3. Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
Hipotesis kedua (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah modernisasi 
sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet variabel modernisasi 
sistem pajak sebesar 0,140 dan (sig.) t sebesar 0,029. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin  baik modernisasi 
sistem pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak maka wajib pajak akan 
lebih mudah untuk membayar pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib 
pajak terkhusus wajib pajak UMKM, dengan demikian hipotesis pertama diterima. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak akan 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM, karena modernisasi sistem pajak 
yang lebih mempermudah dan up to date akan mempengaruhi wajib pajak dalam 
membayar pajak karena administrasi dalam pembayaran pajak sangat mudah dan 
cepat sehingga tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem 
administrasi pajak merupakan salah satu kebijakan pihak pemerintah yang 
mempermudah wajib pajak. Mengingat tekhnologi informasi saat ini yang 
berkembang begitu cepat sehingga menuntut pemerintah harus ikut menyesuaikan 
diri dengan kebijakan yang menerapkan sistem administrasi perpajakan yang 
transparan dan akuntabel, dengan menggunakan tekhnologi informasi saat ini yang 
cepat dan dapat dilakukan dimana saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sara 
dan Rahmat (2013 : 84) menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan 
modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya saja masalah kepatuhan 
wajib pajak terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan 
memahami benar e-system dan penggunaannya serta sering terjadi kendala dari segi 
teknis dalam sistem online sehingga bertumpuknya data yang akhirnya sistem online 
menjadi terhambat (Sara dan Rahmat, 2013 : 84).  
Asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan 
mempertimbangkan segala informasi yang tersedia dalam theory reasoned action 
(TRA), begitu juga dengan wajib pajak yang dengan sadar dan mempertimbangkan 
dalam menggunakan e-system. Di samping itu berdasarkan teori reasoned action, 
pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan 
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diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini disebabkan 
oleh hasil pertimbangan wajib pajak untuk mengikuti modernisasi sistem perpajakan 
yang dapat mempermudah dan mempercepat urusan perpajakannya. Teori motivasi 
yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus mempunyai motivasi. Seperti wajib pajak 
menganggap bahwa elektronik sistem yang dikembangkan pemerintah dapat 
mempermudah dan mempercepat administrasi perpajakan maka akan memotivasi 
wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya.  
4. Pengaruh Keadilan Pajak Dalam Memoderasi Perubahan Tarif Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan 
pajak memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet X1_M sebesar 
0,445 dan (sig.) t sebesar 0,023. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 
interaksi antara keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan 
keadilan pajak memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di terima. 
Penyederhanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak 
tersebut lebih tinggi dari pada tarif pajak sebelumnya, Karena tarif pajak yang 
sekarang 1% dari omset tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian 
atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Yusro dan 
113 
 
 
 
Kiswanto, 2014 : 432). Sehingga tarif pajak tersebut dianggap tidak adil karena 
malah merugikan wajib pajak. Menurut Mustofa dkk (2016 : 02), menyatakan bahwa 
kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila ada penetapan tarif pajak yang jelas, 
selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek 
pajaknya. 
Tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah 
pajak terutang harus mencerminkan keadilan baik pengusaha besar maupun kecil, 
karena keadilan tersebut dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih rela membayar 
pajak tanpa ada keterpaksaan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
khususnya pengusaha UMKM. Hal tersebut sesuai dengan teori motivasi yang 
mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut harus mempunyai motivasi. 
5. Pengaruh Keadilan Pajak Dalam Memoderasi Metode Penghitungan 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan 
pajak memoderasi Metode Penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet X2_M 
sebesar -0,301 dan (sig.) t sebesar 0,304. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 
bahwa interaksi antara keadilan pajak dan metode penghitungan pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa hipotesis 
kelima yang menyatakan keadilan pajak memoderasi petode penghitungan pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak. 
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Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya interaksi atau 
moderasi antara keadilan pajak dengan metode penghitungan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM adalah karena metode penghitungan dalam 
menentukan jumlah pajak di berikan kebebasan oleh pemerintah kepada pengusaha 
wajib pajak UMKM, apakah menggunakan metode pencatatan yang sederhana 
dengan hanya melihat pemasukan dan pengeluaran yang berakhir pada jumlah omset 
dari usaha wajib pajak, atau menggunakan metode pembukuan yang secara rinci 
keadaan perusahaan dapat dilihat dengan menghasilkan laporan keuangan. Dimana 
pada situasi ini wajib pajak tidak menuntut keadilan perpajakan karena wajib pajak 
lebih fokus kepada metode penghitungan yang dilakukan perusannya untuk 
memudahkan pengusaha wajib pajak. 
6. Pengaruh Keadilan Pajak Dalam Memoderasi Modernisasi Sistem 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan 
pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien beta unstandardizet X1_M 
sebesar 0,484 dan (sig.) t sebesar 0,040. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 
bahwa interaksi antara keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keenam yang 
menyatakan keadilan pajak memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di terima. 
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Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan 
yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus 
memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang 
terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau 
pemungut pajak (Ardian dan Pratomo, 2015 : 3170). Menurut Ayu dan Hastuti dalam 
Ardian dan Pratomo (2015 : 3170), semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku 
menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin 
menurun hal ini berarti bahawa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran 
pajak semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup 
baik untuk mengakomodir segala kepantingannya. 
Teori reasoned action dengan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku 
dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, 
begitu juga dengan wajib pajak yang dengan sadar dan mempertimbangkan keadilan 
yang terkandung dalam sistem perpajakan. Di samping itu berdasarkan teori reasoned 
action, pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi yang 
akan diperoleh apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini 
disebabkan oleh hasil pertimbangan apakah modernisasi sistem pajak yang 
dikembangkan oleh pemerintah saat ini telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan 
pajak, baik pengusaha kena pajak dengan jenis usaha bersekala besar atau usaha yang 
bersekala kecil. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen yaitu perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem 
pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan adanya 
interaksi variabel moderasi yaitu keadilan pajak. 
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 
bahwa semakin perubahan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan 
semakin baik. 
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 
bahwa semakin baik metode penghitungan pajak yang digunakan oleh wajib 
pajak UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin baik. 
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 
bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan 
maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga semakin meningkat.  
4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak 
menunjukkan bahwa interaksi keadilan pajak dan perubahan tarif pajak 
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berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa 
keadilan pajak merupakan variabel moderating. 
5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak 
menunjukkan bahwa interaksi keadilan pajak dan metode penghitungan 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 
berarti bahwa keadilan pajak bukan merupakan variabel yang  memoderasi 
metode penghitungan pajak. 
6. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak 
menunjukkan bahwa interaksi keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti 
keadilan pajakmerupakan variabel moderating. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan 
atau keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini hanya dapat menggeneralisir kepatuhan wajib pajak 
UMKM yang beromset dibawah 500 juta di KPP Pratama Makassar Utara 
jadi belum dapat menggeneralisir keadaan daerah lainnya di Indonesia 
secara keseluruhan. 
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara 
atau kuesioner terbuka sehingga ada kemunginan jawaban responden tidak 
jujur sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian 
ini. 
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3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel perubahan tarif, metode 
penghitungan, modernisasi sistem pajak dan keadilan pajak dan hanya 
menggunakan sampel yang sedikit yaitu 94 wajib pajak UMKM. 
 
C. Saran 
Berdasarkan analisis, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang 
dilakukan, maka peneliti dapt memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak pemerintahsebaiknya mengoptimalkan sosialisasi perpajakan 
mengenai pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak UMKM terutama 
berkaitan dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, cara 
menghitung, membayar dan melaporkan SPT, serta mengenai ketentuan 
baru perpajakan kepada masyarakat dan mempermudah tata cara pelaporan 
pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga 
timbul kesadaran untuk patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, 
dan menambah jumlah atau meneliti variabel lain yang lebih berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
 
  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Akinboade, Oludele Akinloye. 2015. Correlate of Tax Compliance of Small and 
Medium Size Businesses in Cameroon. Managing Global Transitions. 
13(14): 389-413. 
Ananda, Pasca Rizki Dwi., Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh 
Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 6(2): 01-09. 
Andreas dan Enni Savitri. 2015. The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, 
Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers 
Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variabels. Procedia-
Social and Behavioral Sciences. 211: 163-169. 
Anggraini, Funika Anggun. 2015. The Effect Of The Implementation On 
Modernization Of The Tax Administration System To The Compliance Level 
Of Taxable Entrepreneurs At Tax Service Office Pratama Tebet South 
Jakarta. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Lampung: 1-26. 
Ashar. 2013. Pajak dan Zakat: Suatu Kajian Komparatif. FENOMENA. 5(2): 175-
187. 
Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. 2012. Factors That Affect 
Tax Compliance among Small and Medium Emnterprises (SMEs) in North 
Central Nigeria. International Journal of Business and Management. 7(12): 
87-96. 
Damanik, Erikson. 2011. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha UMKM 
Memilih Penggunaan Norma Perhitungan dari pada Pembukuan (Studi 
Deskriptif pada KPP Pratama Medan Kota). Jurnal Murni Sadar. 1(2): 44-62. 
Dewi, Komang Trisna Sari., N. N. Trisna Herawati dan D. N. Sri Werastuti. 2015. 
Persepsi Pemilik UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 Di Kabupaten Buleleng. E-journal S1 Ak Univesitas 
Pendidikan Ganesha. 3(1): 1-12. 
Diatmika, I Putu Gede. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 
2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Akuntansi Profesi. 3(2): 113-121. 
Endrianto, Wendy. 2015. Prinsip Keadilan dalam Pajak Atas UMKM. Bisnus 
Business Review. 6(2): 298-308. 
  
 
Eragbhe, Emmanuel dan K.P. Modugu. 2014. Tax Compliance Costs of Small and 
Medium Scale Enterprises in Nigeria. International Journal of Accaounting 
and Taxation. 2(1): 63-87. 
Franatra, Rico., Betri Sirajuddin dan Usniawati Keristin. 2016. Analisis Perencanaan 
Pajak Berdasarkan PP 46, Norma Perhitungan pada Kondisi Keuangan CV. 
Hendrik Jaya. Artikel, STIE MDP, Palembang: 1-11. 
Freddy, Daulat. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas 
Pelayanan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban 
Pajak. Jurnal Ekonomi. 4(2): 126-144. 
Furi, Yulia Ratna. 2014. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris 
pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP 
Batang). Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta: 1-10. 
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. 
Semarang: BP UNDIP. 
Handar. 2017. DPJ Incar Pelaku UMKM. Upeks Bacaan Pebisnis Sukses. 23 Mei 
2017.  (upeks.fajar.co.id/2017/05/23/djp-incar-pelaku-umkm/). Diakses pada 
pukul 11.30 WITA, tanggal 31 Juli 2017.  
Hanefah, Mustafa,. Mohamed Ariff dan Jeyapalan Kasipillai. 2002. Compliance 
Costs Of Small And Medium Enterprises. Journal of Australian Taxation. 
4(1): 73-97. 
Hasanah, Niswatun., Muhammad Khafid dan Indah Anisykurlillah. 2014. Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal. 
3(2): 168-176. 
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 
Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM. 
Irene dan Amelia Sandra. 2015. Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan 
Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN) atau Pembukuan. 
Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4: 1-15. 
Kartiko, Dien Anindia. 2015. Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi 
Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 
Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. Artikel: 1-21. 
Kharisma, Raditha., R.A. Rini Anggraini dan Gautama Budi Arundhati. 2014. 
Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa: 1-9. 
  
 
Kharuddin, Ashari. 2013. Analisis Potensi Wilayah Kota Makassar. (online) 
(http://ashariacca.blogspot.co.id/2013/07/analisis-potensi-wilayah-kota-
makassar.html?m=1). Diakses pada pukul 20.30 WITA, tanggal 29 
September 2016. 
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana 
Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga. 
Leliya dan Fifi Afiyah. 2016. Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online 
dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Jurnal Al-Mustashfa. 
4(2): 158-177. 
Luckvani, Maria Yoka dan Erly Suandy. 2015. Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan 
Terutang Berdasarkan Norma Perhitungan dengan PPh Final Wajib Pajak 
Orang Pribadi Usahawan Di Bidangn Usaha Jasa pada KPP Pratama 
Purworejo. Artikel, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Jogjakarta: 1-
11. 
Mangoting, Yenni dan Arjal Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 
15(2): 106-116. 
Mavengere, Kudakwashe. 2015. An Analysis of Factors Affecting Tax Compliance 
among SME’s In Zimbabwe. A Case of Bulawayo Smes. Internasional 
Journal of Management Sciences and Business Research. 4(8): 06-11. 
Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam 
Memiliki (NPWP). Jurnal Emba. 4(1): 1031-1043. 
Mir’atusholihah., Srikandi K dan Bambang I. 2016. Pengaruh Pengetahuan 
Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadapa Kepatuhan 
Wajib Pajak. Artikel, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu 
Administrasi, Universitas Brawijaya: 1-9. 
Mukhlis, Imam. 2016. Tax Compliance for Businessmen of Micro, Small and 
Medium Enterprises Sector in the Regional Ekonomy. International Journal 
of Economics, Commerce and Management. 4(9): 116-126. 
Mukhlis, Imam., Sugeng Hadi Utomo dan Yuli Soesetio. 2015. The Role of Taxation 
Education Knowledge and Effect on Tax Fairnes as well as Tax Cmpliance 
on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. Internasional Journal of Financial 
Research. 6(4): 161-169. 
Mungaya, Mika., Andrew H. Mbwambo dan Shiv K. Tripathi. 2012. Study of Tax 
System Impact on the Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs): 
With Reference to Shinyanga Municipality, Tanzania. International Journal 
of Management & Business Studies. 2(3): 99-105. 
  
 
Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi dan Mirza M. R. 2016. Pengaruh Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 8(1): 1-7. 
Norsain dan Abu Yasid. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar 
Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib 
Pajak UMKM. Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi. 4(2): 1-13. 
Ocheni, Stephen I. 2015. Impact Analysis of Tax Policy and the Performance of 
Small and Medium Scale Enterprises in Nigerian Economy. Strategic 
Management Quarterly. 3(1): 71-94. 
Pakpahan, Yunita Erianti. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman 
Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Badan. JOM. FEKO. 2(1): 1-15. 
Pohan, Chairil Anwar. 2014. Degredasi Fungsional Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi dari Peraturan Pemerintah Tentang 
Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 
Tertentu) yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak. Artikel: 1-15. 
Purba, Heltyova dan Erly Suandy. 2015. Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan 
Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPH Final Wajib Pajak 
Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Perdagangan pada KPP Pratama 
Indramayu. Artikel, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 1-
12. 
Rajif, Mohammad. 2015. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan 
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah 
Cirebon. Artikel, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas 
Gunadarma: 1-10. 
Rendezvous. 2012. Teori Reasoned Action. (online) 
(https://rendezvous2318.wordpress.com). Diakses pada pukul 17.00 WITA, 
tanggal 1 Juni 2016. 
Restiyanti dan Ari Budi Kristanto. 2015. Pajak Penghasilan pada UMKM Sektor 
Perdagangan. Telaah Bisnis. 16(2): 85-100. 
Sara, Lusiana Jayanti dan Ery Rahmat. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan 
Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Jurnal Riset Akuntansi. 5(2): 65-86. 
Setiawati, Lulu dan Josephine Kurniawati Tjahjono. 2015. Pengaruh Penerapan 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang PPH Final Terhadap Pajak Penghasilan 
dan Profit PT.X. Jurnal Gema Aktualita. 4(1): 11-16. 
  
 
Setyaningsih, Titik dan Ahmad Ridwan. 2015. Persepsi Wajib Pajak UMKM 
Terhadap Kecendrungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Prosiding Simposium Nasional 
Perpajakan 4: 1-15. 
Siswanto, Andreas dan Arjal Sadjiarto. 2014. Penyusunan Laporan Keuangan dan 
Penghitungan Pajak Penghasilan pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. 
Tax & Accounting Review. 4(2): 01-09. 
Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin. 2014. Pemahaman Wajib Pajak 
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM. 
Artikel, Universitas Kristen Duta Wacana: 1-10. 
Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan 
Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM di Kota Semarang. Accaunting Analysis Journal. 3(3): 378-
386. 
Syarifudin, Akhmad. 2015. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 
dan Implikasinya. Jurnal Fokus Bisnis. 14(2): 45-71. 
Turmudi, Muhamad. 2015. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa 
Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). Jurnal Al-‘Adl. 8(1): 128-142. 
Wahjudi, Djoko dan Arief Himawan. 2014. Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak 
Penghasilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota Semarang. 
Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. 3(2): 177-190. 
Yasa, I Made Sedana. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 
2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Denpasar Timur. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. 11(1): 70-80. 
Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme 
Pembayaran Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM Di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal. 3(4): 429-436. 
L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 


  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  1 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN DAN 
MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA UMKM 
DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH 
ANDI NURMANSYAH RAMDAN 
10800113176 
 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 
2017 
Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu 
Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan 
studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian 
ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan 
dirahasiakan. 
Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu 
yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. 
 
Hormat saya, 
 
 
 Andi Nurmansyah Ramdan 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 
A. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 
jujur. 
B. Berillah tanda silang (X) untuk data responden dan kuesioner serta pilih sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
C. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai 
dengan Bapak/Ibu alami dan rasakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 
D. Keterangan pengisian: 
SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
KS  = Kurang Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
E. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu dan yakinkan bahwa tidak ada 
pertanyaan yang terlewat. 
 
 
 
 
 
 
DATA RESPONDEN 
 
1. Nama : ………………………………………………….   (boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin: 
 Perempuan   Laki – laki 
3. Status: 
 Belum Menikah   Sudah Menikah 
4. Usia: 
 20 – 30 tahun        31 – 40 tahun   41 – 50 tahun 
  > 50 tahun 
5. Tingkat Pendidikan: 
 SMA/Sederajat       S1    D3 
  S2         Lainnya 
F. Lama Menjadi Wajib Pajak: 
 1 – 5 tahun       6 – 10 tahun    11 – 15 tahun  
 > 15 tahun 
G. Jumlah Omset Pertahun: 
 < 250 Juta          250 – 500  Juta 
 
 
 
KUISIONER PENELITIAN 
 
A. Perubahan Tarif Pajak (X1) 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TK STS 
1 
Tarif pajak adalah dasar pengenaan 
pajak untuk menentukan jumlah pajak 
     
2 
Perubahan tarif pajak akan berdampat 
pada jumlah pajak terutang 
     
3 
Tarif pajak saat ini lebih baik dari pada 
tarif sebelumnya  
     
4 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 
2013 dengan tarif final 1% dari omset 
memudahkan UMKM 
     
5 
Perubahan tarif pajak saat ini 
meningkatkan jumlah pajak terutang 
     
6 
Tarif pajak tanpa melihat untung atau 
rugi dapat merugikan wajib pajak 
     
 
B. Metode Penghitungan Pajak (X2) 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TK STS 
7 
Pembukuan atau pencatatan merupakan 
metode untuk menghitung jumlah pajak 
     
8 
Pembukuan adalah proses pencatatan 
yang teratur dan lengkap yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan 
     
9 
Pencatatan adalah pengumpulan data 
meliputi peredaran bruto atau peng-
hasilan bruto sebagai dasar untuk 
menghitung jumlah pajak 
     
10 
Melakukan pembukuan itu susah dan 
rumit tetapi baik untuk melihat keadaan 
usaha secara rinci  
     
11 
Melakukan pencatatan itu mudah tetapi 
tidak dapat melihat keadaan perusahaan 
secara rinci 
     
12 
Kebanyakan UMKM masih kurang 
memahami metode pembukuan yang 
benar 
     
13 
Melakukan pembukuan lebih rendah 
pembayaran pajaknya dibandingkan 
melakukan pencatatan 
     
 
C. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TK STS 
14 
Direktorat Jenderal Pajak selalu 
mensosialisasikan jika terjadi perubahan 
peraturan pajak 
     
15 
Petugas pajak memberikan informasi 
dengan baik sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh wajib pajak 
     
16 
Peraturan perpajakan dapat diakses 
secara lebih cepat melalui internet 
     
17 
E-banking memudahkan saya dalam 
melakukan pembayaran pajak 
     
18 
Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-
Filling sangat efektif 
     
19 
Pendaftaran NPWP melalui e-
Registration lebih mudah 
     
20 
Saya yakin petugas pajak memiliki 
profesionalisme dalam bekerja 
     
21 
Saat ini proses pelaporan pajak sangat 
sederhana 
     
 
D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TK STS 
22 Saya mendaftarkan diri sebagai wajib      
pajak karena inisiatif sendiri 
23 
Saya membayar pajak tepat waktu dan 
berusaha untuk meminimalisir 
keterlambatan 
     
24 
Saya mempersiapkan dana pajak 
sebelum waktu pembayaran pajak 
     
25 
Saya memberikan informasi keuangan 
dengan sangat jujur 
     
26 
Saya membayar pajak dengan harapan 
pembangunan negara 
     
27 
Saya merasa bersalah apabila tidak atau 
telat membayar pajak 
     
 
E. Keadilan Pajak (M) 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TK STS 
28 
Penerapan pajak harus sesuai dengan 
asas keadilan 
     
29 
Secara umum sistem pajak di Indonesia 
diterapkan dengan adil 
     
30 
Pajak penghasilan yang harus dibayar-
kan oleh usaha saya terlalu tinggi jika 
mempertimbangkan manfaat diberikan 
oleh pemerintah 
     
31 
Peraturan pajak dengan tarif final 1% 
dari omset tanpa melihat untung atau 
rugi sesuai dengan asas keadilan 
     
32 
Jumlah pajak yang saya bayarkan saat 
ini sudah sesuai dengan asas keadilan 
     
33 
Manfaat yang saya terima dari 
pemerintah sebagai timbal balik dari 
pajak yang saya bayarkan telah sesuai 
dengan asas keadilan pajak 
     
34 
Usaha yang memiliki omset tinggi 
memiliki kemampuan untuk membayar 
pajak lebih tinggi 
     
35 Pajak yang adil berarti harus sama      
untuk smua wajib pajak dalam dalam 
hal tarif pajaknya 
 
TERIMA  KASIH  ATAS  PARTISIPASI  ANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
NO 
JENIS KELAMIN USIA TINGKAT PENDIDIKAN 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN 
20-
30 
31-
40 
41-
50 
> 
50 
SMA D3 S1 S2 LAINNYA 
1 1     1     1         
2 1     1         1     
3 1       1       1     
4 1     1         1     
5 1       1       1     
6 1     1         1     
7 1       1       1     
8   1   1     1         
9 1     1         1     
10   1 1       1         
11 1     1       1       
12 1   1             1   
13 1       1   1         
14 1       1   1         
15 1     1     1         
16   1 1         1       
17 1   1           1     
18   1   1         1     
19 1     1         1     
20   1   1     1         
21 1   1           1     
22 1     1         1     
23 1   1           1     
24 1     1         1     
25 1     1       1       
26 1     1     1         
27 1   1           1     
28 1     1         1     
29 1       1       1     
30 1   1           1     
31   1 1           1     
32   1   1         1     
33   1 1               1 
34 1     1     1         
35 1       1   1         
36 1         1     1     
37   1     1       1     
38 1     1         1     
39 1   1           1     
40   1 1           1     
41 1   1           1     
42 1   1           1     
43 1     1         1     
44 1   1           1     
45   1 1           1     
46   1 1           1     
47   1   1         1     
48 1   1           1     
49 1     1     1         
50 1     1           1   
51   1     1         1   
52   1 1         1       
53 1     1         1     
54   1   1         1     
55 1       1       1     
56   1   1         1     
57 1       1         1   
58   1 1           1     
59   1 1           1     
60   1 1       1         
61   1   1     1         
62 1       1       1     
63   1     1     1       
64 1   1           1     
65   1 1       1         
66 1     1         1     
67   1   1         1     
68   1 1           1     
69 1   1         1       
70 1       1       1     
71   1 1       1         
72 1         1       1   
73   1   1         1     
74 1       1       1     
75 1       1         1   
76 1   1       1         
77 1     1       1       
78   1 1         1       
79   1   1         1     
80   1   1       1       
81 1       1   1         
82 1   1       1         
83   1   1         1     
84 1   1       1         
85   1     1       1     
86 1         1 1         
87 1     1         1     
88 1   1           1     
89   1     1   1         
90 1     1     1         
91 1         1     1     
92 1   1       1         
93 1     1     1         
94   1   1       1       
 
NO 
LAMA MENJADI WAJIB PAJAK JUMLAH OMSET 
1-5 THN 6-10 THN 11-15 THN > 15 THN < 250 JT 250 - 500 JT 
1   1       1 
2   1     1   
3 1       1   
4 1       1   
5     1     1 
6 1       1   
7 1       1   
8   1     1   
9 1       1   
10 1       1   
11 1       1   
12 1       1   
13   1     1   
14     1     1 
15   1     1   
16   1     1   
17 1       1   
18   1       1 
19   1       1 
20   1       1 
21 1         1 
22 1       1   
23 1       1   
24     1     1 
25 1       1   
26 1       1   
27     1   1   
28 1         1 
29     1     1 
30 1       1   
31   1       1 
32   1       1 
33 1       1   
34 1       1   
35   1       1 
36   1       1 
37 1         1 
38     1     1 
39 1         1 
40 1       1   
41 1       1   
42   1     1   
43 1       1   
44 1       1   
45 1       1   
46   1     1   
47 1       1   
48 1       1   
49 1         1 
50   1     1   
51 1         1 
52 1       1   
53   1       1 
54 1       1   
55 1       1   
56   1       1 
57   1     1   
58 1       1   
59 1         1 
60 1       1   
61 1       1   
62   1     1   
63   1     1   
64 1       1   
65 1       1   
66   1       1 
67   1       1 
68 1       1   
69   1     1   
70 1       1   
71   1     1   
72 1       1   
73 1       1   
74 1       1   
75 1       1   
76 1       1   
77 1         1 
78   1     1   
79 1       1   
80 1       1   
81     1     1 
82 1       1   
83 1       1   
84 1       1   
85 1       1   
86 1       1   
87 1       1   
88 1       1   
89 1       1   
90   1     1   
91   1     1   
92 1       1   
93 1       1   
94 1       1   
 
 
 
NO 
Perubahan Tarif Pajak 
Jumlah 
Metode Penghitungan Pajak 
Jumlah PT 
1 
PT 
2 
PT 
3 
PT 
4 
PT 
5 
PT 
6 
MP 
1 
MP 
2 
MP 
3 
MP 
4 
MP 
5 
MP 
6 
MP 
7 
1 4 4 4 4 4 5 25 4 3 3 4 4 3 3 24 
2 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 4 4 5 4 29 
3 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 4 29 
4 4 4 4 4 5 5 26 4 4 3 3 3 4 2 23 
5 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 3 4 4 3 26 
6 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 
7 4 4 5 4 4 5 26 4 4 4 3 3 3 4 25 
8 5 4 4 4 4 5 26 5 4 4 4 4 3 4 28 
9 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 3 3 4 4 26 
10 4 4 3 4 4 5 24 4 4 5 4 4 3 4 28 
11 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 3 4 4 4 27 
12 4 4 4 4 5 5 26 4 4 3 3 3 3 4 24 
13 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 3 4 5 3 27 
14 4 4 3 4 4 5 24 4 4 4 4 4 4 4 28 
15 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 4 3 4 4 27 
17 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 5 5 4 31 
18 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 5 5 5 31 
19 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 3 3 4 26 
20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 5 4 3 32 
22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 3 5 4 29 
23 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 3 2 2 3 22 
24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 3 27 
25 4 3 4 3 4 5 23 4 4 4 4 4 5 3 28 
26 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 3 3 4 4 26 
27 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 3 3 4 4 26 
28 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 5 1 4 1 23 
29 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 3 4 4 3 26 
30 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 3 2 2 3 22 
31 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 4 3 4 4 27 
32 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 5 2 4 2 25 
33 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 
34 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 5 5 5 5 33 
35 4 4 4 4 3 4 23 3 4 3 4 3 4 3 24 
36 4 4 4 4 3 4 23 3 4 3 4 3 4 3 24 
37 4 4 3 3 4 5 23 4 4 4 4 3 4 3 26 
38 4 4 3 4 3 5 23 4 4 4 4 3 4 2 25 
39 5 5 4 4 4 4 26 4 5 5 4 3 3 5 29 
40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 3 27 
41 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 5 4 5 4 32 
42 2 4 3 2 4 5 20 4 4 4 3 3 4 3 25 
43 4 4 3 3 3 4 21 4 4 4 4 4 3 4 27 
44 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 3 4 27 
45 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 4 30 
46 3 3 4 3 2 4 19 4 4 4 4 4 4 4 28 
47 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 4 4 4 30 
48 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 
49 4 4 4 4 3 5 24 4 5 4 4 4 4 4 29 
50 4 5 4 3 2 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 
51 4 5 5 4 3 5 26 4 4 4 5 3 4 4 28 
52 3 4 3 3 5 4 22 5 3 3 4 4 5 4 28 
53 4 4 3 5 3 3 22 4 4 4 4 4 5 4 29 
54 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 3 26 
55 4 4 3 4 4 5 24 5 5 4 4 4 4 3 29 
56 4 4 4 4 4 4 24 5 4 3 4 4 4 4 28 
57 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 
58 5 5 3 4 5 5 27 4 4 4 3 2 4 3 24 
59 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 3 27 
60 4 4 3 3 3 4 21 4 4 4 4 5 5 4 30 
61 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 3 4 27 
62 4 4 4 4 3 4 23 4 4 3 3 4 4 4 26 
63 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 4 3 4 25 
64 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 3 26 
65 4 4 3 3 3 4 21 4 4 4 4 3 4 4 27 
66 3 4 3 4 2 2 18 4 4 4 5 4 3 4 28 
67 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 4 4 3 31 
68 5 4 3 4 4 3 23 5 5 4 5 4 5 3 31 
69 5 4 4 4 4 5 26 5 5 5 5 4 4 4 32 
70 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 4 27 
71 5 4 4 4 3 4 24 4 4 4 4 4 5 4 29 
72 5 4 4 4 4 4 25 4 3 3 4 3 3 3 23 
73 4 4 3 4 4 5 24 5 5 5 4 3 4 4 30 
74 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 
75 4 4 5 4 4 5 26 3 4 4 4 4 4 4 27 
76 4 5 4 4 4 4 25 3 3 4 4 4 4 4 26 
77 5 4 4 4 4 5 26 5 4 4 4 4 4 4 29 
78 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 4 4 4 29 
79 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 4 4 29 
80 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 3 4 5 28 
81 3 3 3 3 3 3 18 4 4 2 4 4 4 4 26 
82 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 4 26 
83 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 5 30 
84 5 5 4 4 4 4 26 4 4 3 4 4 5 3 27 
85 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 3 4 27 
86 4 4 3 4 4 4 23 4 3 3 4 4 3 4 25 
87 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 5 4 4 4 30 
88 4 4 4 4 4 4 24 5 4 5 4 3 4 4 29 
89 4 4 3 4 4 5 24 4 3 4 3 4 4 3 25 
90 4 4 3 4 3 4 22 4 3 3 3 3 4 4 24 
91 4 4 4 4 3 3 22 4 3 4 4 3 3 4 25 
92 4 4 3 3 3 4 21 5 4 4 4 3 4 4 28 
93 5 5 4 4 4 5 27 5 5 5 4 3 4 3 29 
94 4 4 4 5 5 4 26 4 5 4 4 4 4 4 29 
 
 
NO 
Modernisasi Sistem Pajak 
Jumlah 
MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
3 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
4 2 1 4 4 4 4 4 4 27 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
6 5 4 4 5 4 4 4 4 34 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
8 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
9 4 4 4 3 4 4 5 4 32 
10 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
11 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
12 3 3 4 4 3 4 4 4 29 
13 4 3 4 4 4 3 4 4 30 
14 4 4 3 4 4 5 4 4 32 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
18 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
19 3 4 3 4 4 4 4 3 29 
20 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
21 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
22 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
23 2 2 4 4 4 4 3 4 27 
24 3 4 4 4 3 3 4 4 29 
25 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 4 4 3 4 4 5 4 32 
28 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
29 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
30 2 2 4 4 4 4 2 4 26 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
33 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
34 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
37 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
38 3 4 4 4 3 3 4 4 29 
39 3 3 5 5 4 3 4 3 30 
40 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
41 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
42 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
43 2 3 3 3 3 3 4 4 25 
44 3 2 3 3 3 3 4 4 25 
45 3 3 4 4 4 3 4 4 29 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
47 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
48 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
49 5 4 5 5 4 4 5 3 35 
50 4 4 4 4 2 3 2 3 26 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
52 4 3 4 3 4 4 5 3 30 
53 3 2 4 3 2 3 3 5 25 
54 4 4 4 3 4 3 5 3 30 
55 5 4 4 4 4 5 4 3 33 
56 4 4 4 5 5 4 5 4 35 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
58 3 4 5 4 4 4 4 3 31 
59 5 4 4 4 4 4 3 4 32 
60 4 4 5 5 5 4 4 3 34 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
62 4 3 4 4 3 3 3 4 28 
63 4 4 3 3 3 4 4 3 28 
64 3 3 4 3 4 4 3 3 27 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
66 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
67 3 4 4 5 5 4 4 4 33 
68 3 4 4 5 5 4 4 4 33 
69 3 5 5 5 4 4 4 4 34 
70 4 4 5 4 3 5 3 3 31 
71 4 5 4 5 4 4 2 4 32 
72 4 2 2 4 4 4 2 4 26 
73 4 4 4 3 4 4 4 2 29 
74 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
75 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
78 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
79 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
80 3 5 4 4 4 4 4 4 32 
81 4 4 4 4 4 4 4 2 30 
82 3 4 3 4 4 4 4 3 29 
83 4 4 4 5 4 3 5 5 34 
84 3 3 4 4 4 4 3 4 29 
85 2 3 3 3 3 4 4 4 26 
86 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
87 4 4 4 4 3 4 5 2 30 
88 4 4 5 4 4 4 3 3 31 
89 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
90 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
91 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
92 4 3 4 4 3 4 4 3 29 
93 3 4 5 4 4 5 4 2 31 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
 
NO 
Keadilan Pajak 
JUMLAH 
KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 2 4 2 3 2 2 3 22 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
6 5 3 4 4 4 4 4 2 30 
7 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 5 4 4 3 4 4 4 4 32 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
12 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
13 4 3 4 3 3 3 4 4 28 
14 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
18 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
21 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
22 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
23 4 3 4 3 4 2 3 3 26 
24 4 3 4 2 3 3 4 2 25 
25 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 3 4 4 4 4 3 4 3 29 
29 5 4 4 4 3 3 4 4 31 
30 4 3 4 3 4 2 4 4 28 
31 5 4 4 4 2 4 4 4 31 
32 5 4 4 2 3 2 4 3 27 
33 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
34 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
35 5 3 4 4 4 4 5 4 33 
36 5 3 4 4 4 4 5 4 33 
37 5 4 4 3 2 3 4 4 29 
38 4 3 4 1 3 3 4 1 23 
39 4 2 4 4 3 2 5 3 27 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
41 5 4 5 2 3 4 5 5 33 
42 4 4 3 3 4 4 5 5 32 
43 5 3 3 4 4 3 4 4 30 
44 5 3 3 4 4 3 4 4 30 
45 5 2 4 5 4 4 4 4 32 
46 5 2 4 3 4 3 5 2 28 
47 5 5 5 4 4 5 4 4 36 
48 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
49 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
50 4 3 3 4 4 3 3 5 29 
51 4 3 3 3 3 4 4 5 29 
52 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
53 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
54 4 4 4 3 4 3 4 3 29 
55 4 4 4 3 4 2 3 3 27 
56 5 4 5 4 4 5 4 5 36 
57 5 2 4 3 3 3 4 4 28 
58 4 3 3 2 3 3 3 2 23 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
60 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
61 5 4 3 3 4 3 5 2 29 
62 4 3 5 4 4 3 4 5 32 
63 4 4 4 3 4 3 4 4 30 
64 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
65 4 3 3 3 3 2 4 4 26 
66 5 4 5 4 5 4 5 3 35 
67 5 4 4 4 4 4 5 5 35 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
69 5 4 4 4 4 5 5 5 36 
70 4 3 3 4 3 4 5 5 31 
71 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
72 3 3 3 3 4 4 3 4 27 
73 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
74 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
75 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
76 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
77 5 4 5 4 5 4 5 4 36 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
80 4 4 4 4 3 3 4 4 30 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
82 4 3 4 4 3 4 3 4 29 
83 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
85 5 3 3 4 4 3 4 4 30 
86 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
87 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
88 4 3 3 3 3 4 4 4 28 
89 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
90 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
91 4 3 4 3 4 4 3 4 29 
92 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
93 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
94 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
 
NO 
Kepatuhan Wajib Pajak 
JUMLAH 
KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 
1 4 5 4 4 4 4 25 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 4 4 5 5 4 4 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 4 4 3 4 4 4 23 
6 4 4 4 4 4 4 24 
7 4 5 4 4 4 4 25 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 4 4 4 4 4 4 24 
10 4 4 3 4 4 4 23 
11 4 5 5 5 4 4 27 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 3 4 4 4 3 3 21 
14 4 5 4 4 4 4 25 
15 4 4 4 4 4 3 23 
16 4 4 4 4 4 4 24 
17 4 4 4 4 5 5 26 
18 4 4 4 4 5 5 26 
19 4 4 3 3 4 4 22 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 4 4 5 5 4 26 
22 4 4 5 4 4 4 25 
23 4 4 4 4 4 3 23 
24 4 4 4 4 3 3 22 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 4 4 4 4 4 3 23 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 4 4 4 4 5 4 25 
29 4 4 3 4 4 4 23 
30 4 4 4 4 4 3 23 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 5 4 25 
33 4 5 5 4 5 5 28 
34 4 5 5 4 5 5 28 
35 4 3 3 4 4 4 22 
36 4 3 3 4 4 4 22 
37 4 4 3 4 4 4 23 
38 4 4 4 4 4 3 23 
39 4 5 5 4 5 4 27 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 3 3 4 4 4 4 22 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 4 4 4 4 4 4 24 
45 4 4 4 4 4 4 24 
46 3 4 4 4 4 4 23 
47 5 4 4 4 4 5 26 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 4 4 5 4 4 5 26 
50 4 3 4 3 4 5 23 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 3 3 4 4 4 5 23 
53 4 4 4 4 4 4 24 
54 4 4 4 4 4 5 25 
55 4 4 4 4 4 4 24 
56 4 5 5 4 4 4 26 
57 4 4 4 4 4 4 24 
58 4 4 5 4 4 4 25 
59 4 5 5 4 4 4 26 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 5 5 4 5 4 5 28 
62 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 3 4 4 3 22 
64 4 4 4 4 5 4 25 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 5 4 5 4 4 4 26 
67 4 5 5 5 5 5 29 
68 4 4 5 4 5 5 27 
69 4 5 5 5 5 5 29 
70 4 4 4 4 4 4 24 
71 4 4 4 5 5 5 27 
72 4 4 4 4 4 4 24 
73 4 4 4 4 5 4 25 
74 4 4 3 4 4 3 22 
75 5 4 4 4 4 4 25 
76 4 4 4 4 4 3 23 
77 5 5 5 5 4 5 29 
78 4 4 4 4 4 4 24 
79 4 5 4 4 4 4 25 
80 4 4 4 4 4 4 24 
81 4 4 4 4 4 4 24 
82 4 4 4 4 4 3 23 
83 5 4 4 4 5 5 27 
84 4 4 5 4 5 4 26 
85 4 4 4 4 4 4 24 
86 4 4 3 3 3 3 20 
87 4 4 5 5 5 4 27 
88 4 4 4 5 5 4 26 
89 3 4 3 4 4 4 22 
90 4 4 4 4 4 5 25 
91 5 5 5 5 4 4 28 
92 3 4 4 4 4 3 22 
93 5 5 4 5 5 4 28 
94 5 4 4 4 4 5 26 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  3 
STATISTIK DESKRIPTIF 
 
A. Statistik Deskriptif Variabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Perubahan Tarif Pajak 94 18,00 27,00 23,8191 1,80181 
Metode Penghitungan 94 22,00 35,00 27,4255 2,42518 
Modernisasi Sistem Pajak 94 25,00 40,00 31,1702 2,80414 
Keadilan Pajak 94 22,00 37,00 30,6596 2,76520 
Kepatuhan Wajib Pajak 94 20,00 30,00 24,6064 1,93006 
Valid N (listwise) 94     
 
B. Statistik Deskriptif Pernyataan 
1. Perubahan Tarif Pajak 
Statistics 
 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,0957 4,0957 3,7234 3,8617 3,8191 4,2660 
Sum 385,00 385,00 350,00 363,00 359,00 401,00 
 
PT1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 4 4,3 4,3 5,3 
Setuju 74 78,7 78,7 84,0 
Sangat Setuju 15 16,0 16,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
PT2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Setuju 79 84,0 84,0 87,2 
Sangat Setuju 12 12,8 12,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
PT3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 30 31,9 31,9 31,9 
Setuju 60 63,8 63,8 95,7 
Sangat Setuju 4 4,3 4,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
PT4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 14 14,9 14,9 16,0 
Setuju 76 80,9 80,9 96,8 
Sangat Setuju 3 3,2 3,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
PT5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Kurang Setuju 16 17,0 17,0 20,2 
Setuju 70 74,5 74,5 94,7 
Sangat Setuju 5 5,3 5,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
PT6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 9 9,6 9,6 10,6 
Setuju 48 51,1 51,1 61,7 
Sangat Setuju 36 38,3 38,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
2. Metode Penghitungan Pajak 
Statistics 
 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,1489 4,0426 3,9468 3,9681 3,6489 3,9681 3,7021 
Sum 390,00 380,00 371,00 373,00 343,00 373,00 348,00 
 
MP1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Setuju 70 74,5 74,5 79,8 
Sangat Setuju 19 20,2 20,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MP2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 9 9,6 9,6 9,6 
Setuju 72 76,6 76,6 86,2 
Sangat Setuju 13 13,8 13,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MP3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 13 13,8 13,8 14,9 
Setuju 70 74,5 74,5 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MP4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 19 20,2 20,2 20,2 
Setuju 59 62,8 62,8 83,0 
Sangat Setuju 16 17,0 17,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MP5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 4 4,3 4,3 5,3 
Kurang Setuju 28 29,8 29,8 35,1 
Setuju 55 58,5 58,5 93,6 
Sangat Setuju 6 6,4 6,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 MP6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,1 2,1 2,1 
Kurang Setuju 16 17,0 17,0 19,1 
Setuju 59 62,8 62,8 81,9 
Sangat Setuju 17 18,1 18,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MP7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 3 3,2 3,2 4,3 
Kurang Setuju 25 26,6 26,6 30,9 
Setuju 59 62,8 62,8 93,6 
Sangat Setuju 6 6,4 6,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
3. Modernisasi Sistem Pajak 
Statistics 
 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 94 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,7660 3,7872 3,9574 4,0213 3,8936 3,9894 3,9787 3,7766 
Sum 354,00 356,00 372,00 378,00 366,00 375,00 374,00 355,00 
 
MS1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Kurang Setuju 22 23,4 23,4 28,7 
Setuju 57 60,6 60,6 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 6,4 
Kurang Setuju 13 13,8 13,8 20,2 
Setuju 69 73,4 73,4 93,6 
Sangat Setuju 6 6,4 6,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 12 12,8 12,8 13,8 
Setuju 71 75,5 75,5 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 16 17,0 17,0 17,0 
Setuju 60 63,8 63,8 80,9 
Sangat Setuju 18 19,1 19,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,1 2,1 2,1 
Kurang Setuju 16 17,0 17,0 19,1 
Setuju 66 70,2 70,2 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 15 16,0 16,0 16,0 
Setuju 65 69,1 69,1 85,1 
Sangat Setuju 14 14,9 14,9 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Kurang Setuju 9 9,6 9,6 13,8 
Setuju 66 70,2 70,2 84,0 
Sangat Setuju 15 16,0 16,0 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
MS8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 4,3 4,3 4,3 
Kurang Setuju 19 20,2 20,2 24,5 
Setuju 65 69,1 69,1 93,6 
Sangat Setuju 6 6,4 6,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
4. Keadilan Pajak 
Statistics 
 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 94 94 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,2660 3,5851 3,8617 3,6277 3,7660 3,6596 4,0426 3,8511 
Sum 401,00 337,00 363,00 341,00 354,00 344,00 380,00 362,00 
 
KP1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 2 2,1 2,1 2,1 
Setuju 65 69,1 69,1 71,3 
Sangat Setuju 27 28,7 28,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Kurang Setuju 31 33,0 33,0 38,3 
Setuju 56 59,6 59,6 97,9 
Sangat Setuju 2 2,1 2,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Setuju 19 20,2 20,2 20,2 
Setuju 69 73,4 73,4 93,6 
Sangat Setuju 6 6,4 6,4 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 6,4 
Kurang Setuju 25 26,6 26,6 33,0 
Setuju 60 63,8 63,8 96,8 
Sangat Setuju 3 3,2 3,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 2,1 2,1 2,1 
Kurang Setuju 22 23,4 23,4 25,5 
Setuju 66 70,2 70,2 95,7 
Sangat Setuju 4 4,3 4,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 7 7,4 7,4 7,4 
Kurang Setuju 23 24,5 24,5 31,9 
Setuju 59 62,8 62,8 94,7 
Sangat Setuju 5 5,3 5,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Kurang Setuju 8 8,5 8,5 9,6 
Setuju 71 75,5 75,5 85,1 
Sangat Setuju 14 14,9 14,9 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KP8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 1,1 1,1 1,1 
Tidak Setuju 5 5,3 5,3 6,4 
Kurang Setuju 12 12,8 12,8 19,1 
Setuju 65 69,1 69,1 88,3 
Sangat Setuju 11 11,7 11,7 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
5. Kepatuhan Wajib Pajak 
Statistics 
 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 
N 
Valid 94 94 94 94 94 94 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,0426 4,1277 4,0851 4,1064 4,1809 4,0638 
Sum 380,00 388,00 384,00 386,00 393,00 382,00 
 
KW1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 6 6,4 6,4 6,4 
Setuju 78 83,0 83,0 89,4 
Sangat Setuju 10 10,6 10,6 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KW2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 5 5,3 5,3 5,3 
Setuju 72 76,6 76,6 81,9 
Sangat Setuju 17 18,1 18,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KW3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 11 11,7 11,7 11,7 
Setuju 64 68,1 68,1 79,8 
Sangat Setuju 19 20,2 20,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KW4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Setuju 78 83,0 83,0 86,2 
Sangat Setuju 13 13,8 13,8 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KW5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 3 3,2 3,2 3,2 
Setuju 71 75,5 75,5 78,7 
Sangat Setuju 20 21,3 21,3 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
KW6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kurang Setuju 13 13,8 13,8 13,8 
Setuju 62 66,0 66,0 79,8 
Sangat Setuju 19 20,2 20,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  4 
UJI KUALITAS DATA 
A. Uji Asumsi Klasik 
1. Perubahan Tarif Pajak 
Correlations 
 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 Perubahan 
Tarif Pajak 
PT1 
Pearson 
Correlation 
1 ,290
**
 ,225
*
 ,400
**
 ,219
*
 ,216
*
 ,641
**
 
Sig. (2-tailed)  ,005 ,029 ,000 ,034 ,037 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
PT2 
Pearson 
Correlation 
,290
**
 1 ,179 ,197 ,128 ,025 ,441
**
 
Sig. (2-tailed) ,005  ,084 ,057 ,220 ,813 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
PT3 
Pearson 
Correlation 
,225
*
 ,179 1 ,238
*
 ,116 ,294
**
 ,596
**
 
Sig. (2-tailed) ,029 ,084  ,021 ,264 ,004 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
PT4 
Pearson 
Correlation 
,400
**
 ,197 ,238
*
 1 ,236
*
 -,054 ,520
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,057 ,021  ,022 ,605 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
PT5 
Pearson 
Correlation 
,219
*
 ,128 ,116 ,236
*
 1 ,408
**
 ,639
**
 
Sig. (2-tailed) ,034 ,220 ,264 ,022  ,000 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
PT6 
Pearson 
Correlation 
,216
*
 ,025 ,294
**
 -,054 ,408
**
 1 ,631
**
 
Sig. (2-tailed) ,037 ,813 ,004 ,605 ,000  ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
Perubahan Tarif 
Pajak 
Pearson 
Correlation 
,641
**
 ,441
**
 ,596
**
 ,520
**
 ,639
**
 ,631
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
2. Metode Penghitungan Pajak 
Correlations 
 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 Metode 
Penghitungan 
MP1 
Pearson 
Correlation 
1 ,384
**
 ,403
**
 ,305
**
 ,183 ,149 ,102 ,567
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,003 ,077 ,153 ,326 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP2 
Pearson 
Correlation 
,384
**
 1 ,506
**
 ,331
**
 ,106 ,205
*
 ,039 ,570
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,310 ,047 ,712 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP3 
Pearson 
Correlation 
,403
**
 ,506
**
 1 ,257
*
 ,063 ,025 ,132 ,530
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,013 ,546 ,808 ,205 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP4 
Pearson 
Correlation 
,305
**
 ,331
**
 ,257
*
 1 ,245
*
 ,315
**
 ,080 ,617
**
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,013  ,018 ,002 ,446 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP5 
Pearson 
Correlation 
,183 ,106 ,063 ,245
*
 1 ,385
**
 ,465
**
 ,665
**
 
Sig. (2-tailed) ,077 ,310 ,546 ,018  ,000 ,000 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP6 
Pearson 
Correlation 
,149 ,205
*
 ,025 ,315
**
 ,385
**
 1 ,097 ,570
**
 
Sig. (2-tailed) ,153 ,047 ,808 ,002 ,000  ,351 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
MP7 
Pearson 
Correlation 
,102 ,039 ,132 ,080 ,465
**
 ,097 1 ,524
**
 
Sig. (2-tailed) ,326 ,712 ,205 ,446 ,000 ,351  ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
Metode 
Penghitungan 
Pearson 
Correlation 
,567
**
 ,570
**
 ,530
**
 ,617
**
 ,665
**
 ,570
**
 ,524
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 94 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3. Modernisasi Sistem Pajak 
Correlations 
 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 Modernisasi 
Sistem 
Pajak 
MS1 
Pearson 
Correlation 
1 ,493
**
 ,146 ,212
*
 ,220
*
 ,346
**
 ,290
**
 ,051 ,642
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,162 ,040 ,033 ,001 ,005 ,628 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS2 
Pearson 
Correlation 
,493
**
 1 ,242
*
 ,296
**
 ,260
*
 ,303
**
 ,301
**
 -,012 ,662
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,019 ,004 ,011 ,003 ,003 ,911 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS3 
Pearson 
Correlation 
,146 ,242
*
 1 ,341
**
 ,260
*
 ,181 ,122 -,094 ,456
**
 
Sig. (2-tailed) ,162 ,019  ,001 ,011 ,081 ,242 ,365 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS4 
Pearson 
Correlation 
,212
*
 ,296
**
 ,341
**
 1 ,455
**
 ,288
**
 ,083 ,184 ,620
**
 
Sig. (2-tailed) ,040 ,004 ,001  ,000 ,005 ,429 ,077 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS5 
Pearson 
Correlation 
,220
*
 ,260
*
 ,260
*
 ,455
**
 1 ,482
**
 ,297
**
 ,167 ,681
**
 
Sig. (2-tailed) ,033 ,011 ,011 ,000  ,000 ,004 ,108 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS6 
Pearson 
Correlation 
,346
**
 ,303
**
 ,181 ,288
**
 ,482
**
 1 ,117 ,055 ,599
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,003 ,081 ,005 ,000  ,262 ,600 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS7 
Pearson 
Correlation 
,290
**
 ,301
**
 ,122 ,083 ,297
**
 ,117 1 ,067 ,523
**
 
Sig. (2-tailed) ,005 ,003 ,242 ,429 ,004 ,262  ,521 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
MS8 
Pearson 
Correlation 
,051 -,012 -,094 ,184 ,167 ,055 ,067 1 ,317
**
 
Sig. (2-tailed) ,628 ,911 ,365 ,077 ,108 ,600 ,521  ,002 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
Moder-
nisasi 
Sistem 
Pajak 
Pearson 
Correlation 
,642
**
 ,662
**
 ,456
**
 ,620
**
 ,681
**
 ,599
**
 ,523
**
 ,317
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002  
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
4. Keadilan Pajak 
Correlations 
 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 Keadilan 
Pajak 
KP1 
Pearson 
Correlation 
1 ,048 ,240
*
 ,074 -,006 ,079 ,372
**
 ,022 ,345
**
 
Sig. (2-tailed)  ,647 ,020 ,481 ,955 ,449 ,000 ,836 ,001 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP2 
Pearson 
Correlation 
,048 1 ,294
**
 ,186 ,180 ,361
**
 ,151 ,238
*
 ,555
**
 
Sig. (2-tailed) ,647  ,004 ,073 ,082 ,000 ,146 ,021 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP3 
Pearson 
Correlation 
,240
*
 ,294
**
 1 ,068 ,114 ,141 ,145 ,002 ,394
**
 
Sig. (2-tailed) ,020 ,004  ,517 ,273 ,174 ,163 ,986 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP4 
Pearson 
Correlation 
,074 ,186 ,068 1 ,416
**
 ,473
**
 ,252
*
 ,465
**
 ,690
**
 
Sig. (2-tailed) ,481 ,073 ,517  ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP5 
Pearson 
Correlation 
-,006 ,180 ,114 ,416
**
 1 ,402
**
 ,254
*
 ,151 ,555
**
 
Sig. (2-tailed) ,955 ,082 ,273 ,000  ,000 ,013 ,147 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP6 
Pearson 
Correlation 
,079 ,361
**
 ,141 ,473
**
 ,402
**
 1 ,333
**
 ,426
**
 ,749
**
 
Sig. (2-tailed) ,449 ,000 ,174 ,000 ,000  ,001 ,000 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP7 
Pearson 
Correlation 
,372
**
 ,151 ,145 ,252
*
 ,254
*
 ,333
**
 1 ,184 ,563
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,146 ,163 ,014 ,013 ,001  ,076 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
KP8 
Pearson 
Correlation 
,022 ,238
*
 ,002 ,465
**
 ,151 ,426
**
 ,184 1 ,612
**
 
Sig. (2-tailed) ,836 ,021 ,986 ,000 ,147 ,000 ,076  ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
Keadilan 
Pajak 
Pearson 
Correlation 
,345
**
 ,555
**
 ,394
**
 ,690
**
 ,555
**
 ,749
**
 ,563
**
 ,612
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
5. Kepatuhan Wajib Pajak 
Correlations 
 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 Kepatuhan Wajib 
Pajak 
KW1 
Pearson 
Correlation 
1 ,361
**
 ,216
*
 ,297
**
 ,184 ,301
**
 ,561
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,036 ,004 ,075 ,003 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
KW2 
Pearson 
Correlation 
,361
**
 1 ,489
**
 ,442
**
 ,239
*
 ,166 ,662
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,020 ,109 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
KW3 
Pearson 
Correlation 
,216
*
 ,489
**
 1 ,437
**
 ,354
**
 ,345
**
 ,736
**
 
Sig. (2-tailed) ,036 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
KW4 
Pearson 
Correlation 
,297
**
 ,442
**
 ,437
**
 1 ,417
**
 ,247
*
 ,680
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000  ,000 ,017 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
KW5 
Pearson 
Correlation 
,184 ,239
*
 ,354
**
 ,417
**
 1 ,475
**
 ,670
**
 
Sig. (2-tailed) ,075 ,020 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
KW6 
Pearson 
Correlation 
,301
**
 ,166 ,345
**
 ,247
*
 ,475
**
 1 ,672
**
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,109 ,001 ,017 ,000  ,000 
N 94 94 94 94 94 94 94 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Pearson 
Correlation 
,561
**
 ,662
**
 ,736
**
 ,680
**
 ,670
**
 ,672
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 94 94 94 94 94 94 94 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
B. Uji Reabilitas 
1. Perubahan Tarif Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,604 ,611 6 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 
PT1 1,000 ,290 ,225 ,400 ,219 ,216 
PT2 ,290 1,000 ,179 ,197 ,128 ,025 
PT3 ,225 ,179 1,000 ,238 ,116 ,294 
PT4 ,400 ,197 ,238 1,000 ,236 -,054 
PT5 ,219 ,128 ,116 ,236 1,000 ,408 
PT6 ,216 ,025 ,294 -,054 ,408 1,000 
 
2. Metode Penghitungan Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,660 ,673 7 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 
MP1 1,000 ,384 ,403 ,305 ,183 ,149 ,102 
MP2 ,384 1,000 ,506 ,331 ,106 ,205 ,039 
MP3 ,403 ,506 1,000 ,257 ,063 ,025 ,132 
MP4 ,305 ,331 ,257 1,000 ,245 ,315 ,080 
MP5 ,183 ,106 ,063 ,245 1,000 ,385 ,465 
MP6 ,149 ,205 ,025 ,315 ,385 1,000 ,097 
MP7 ,102 ,039 ,132 ,080 ,465 ,097 1,000 
 3. Modernisasi Sistem Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,692 ,693 8 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 
MS1 1,000 ,493 ,146 ,212 ,220 ,346 ,290 ,051 
MS2 ,493 1,000 ,242 ,296 ,260 ,303 ,301 -,012 
MS3 ,146 ,242 1,000 ,341 ,260 ,181 ,122 -,094 
MS4 ,212 ,296 ,341 1,000 ,455 ,288 ,083 ,184 
MS5 ,220 ,260 ,260 ,455 1,000 ,482 ,297 ,167 
MS6 ,346 ,303 ,181 ,288 ,482 1,000 ,117 ,055 
MS7 ,290 ,301 ,122 ,083 ,297 ,117 1,000 ,067 
MS8 ,051 -,012 -,094 ,184 ,167 ,055 ,067 1,000 
 
4. Keadilan Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,699 ,689 8 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 
KP1 1,000 ,048 ,240 ,074 -,006 ,079 ,372 ,022 
KP2 ,048 1,000 ,294 ,186 ,180 ,361 ,151 ,238 
KP3 ,240 ,294 1,000 ,068 ,114 ,141 ,145 ,002 
KP4 ,074 ,186 ,068 1,000 ,416 ,473 ,252 ,465 
KP5 -,006 ,180 ,114 ,416 1,000 ,402 ,254 ,151 
KP6 ,079 ,361 ,141 ,473 ,402 1,000 ,333 ,426 
KP7 ,372 ,151 ,145 ,252 ,254 ,333 1,000 ,184 
KP8 ,022 ,238 ,002 ,465 ,151 ,426 ,184 1,000 
 
5. Kepatuhan Wajib Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 
N of Items 
,742 ,748 6 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 
KW1 1,000 ,361 ,216 ,297 ,184 ,301 
KW2 ,361 1,000 ,489 ,442 ,239 ,166 
KW3 ,216 ,489 1,000 ,437 ,354 ,345 
KW4 ,297 ,442 ,437 1,000 ,417 ,247 
KW5 ,184 ,239 ,354 ,417 1,000 ,475 
KW6 ,301 ,166 ,345 ,247 ,475 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
UJI ASUMSI KLASIK 
A. Uji Normalitas 
 
 
 
 NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 94 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,53891977 
Most Extreme Differences 
Absolute ,085 
Positive ,085 
Negative -,072 
Kolmogorov-Smirnov Z ,822 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,509 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
B. Uji Multikoleniaritas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 5,337 2,892  1,846 ,068   
Perubahan Tarif 
Pajak 
,238 ,095 ,222 2,488 ,015 ,899 1,113 
Metode 
Penghitungan 
,315 ,078 ,396 4,042 ,000 ,744 1,345 
Modernisasi Sistem 
Pajak 
,137 ,064 ,198 2,118 ,037 ,814 1,229 
Keadilan Pajak ,023 ,068 ,033 ,339 ,735 ,747 1,339 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
C. Uji Heteroskedastisitas 
 
D. Uji Park 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,949 3,692  ,257 ,798 
Perubahan Tarif Pajak -,012 ,122 -,011 -,098 ,922 
Metode Penghitungan -,187 ,100 -,225 -1,877 ,064 
Modernisasi Sistem 
Pajak 
,100 ,082 ,139 1,216 ,227 
Keadilan Pajak ,039 ,087 ,053 ,443 ,659 
a. Dependent Variable: LN_Res 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  6 
UJI HIPOTESIS 
A. Anallisis Regresi Linier Berganda 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,603
a
 ,363 ,342 1,56537 
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Pajak, Metode Penghitungan, Perubahan Tarif Pajak 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 125,902 3 41,967 17,127 ,000
b
 
Residual 220,534 90 2,450   
Total 346,436 93    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Pajak, Metode Penghitungan, Perubahan Tarif Pajak 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5,601 2,770  2,022 ,046 
Perubahan Tarif Pajak ,239 ,095 ,223 2,512 ,014 
Metode Penghitungan ,326 ,070 ,410 4,648 ,000 
Modernisasi Sistem 
Pajak 
,140 ,063 ,204 2,213 ,029 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
 
B. Analisis Regresi Nilai Selisih Mutlak 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,676
a
 ,457 ,412 1,47943 
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Metode Penghitungan, X2_M, Zscore:  Perubahan Tarif 
Pajak, Zscore:  Modernisasi Sistem Pajak, X1_M, Zscore:  Keadilan Pajak 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 158,208 7 22,601 10,326 ,000
b
 
Residual 188,228 86 2,189   
Total 346,436 93    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Metode Penghitungan, X2_M, Zscore:  Perubahan Tarif 
Pajak, Zscore:  Modernisasi Sistem Pajak, X1_M, Zscore:  Keadilan Pajak 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 24,003 ,332  72,328 ,000 
Zscore:  Perubahan Tarif 
Pajak 
,561 ,167 ,291 3,368 ,001 
Zscore:  Metode Penghitungan ,696 ,180 ,361 3,862 ,000 
Zscore:  Modernisasi Sistem 
Pajak 
,354 ,176 ,184 2,015 ,047 
Zscore:  Keadilan Pajak ,219 ,186 ,113 1,174 ,244 
X1_M ,445 ,193 ,211 2,306 ,023 
X2_M -,301 ,291 -,089 -1,035 ,304 
X3_M ,484 ,232 ,190 2,091 ,040 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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